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kosistem inovas! di ruang siber atau cyberspace secara nasional

telah menempati prioritas ruang kajian pemerintah pusat.

Dinamisasi pergeseran kecenderungan masyarakat Indonesia
berseluncur di dunia maya merupakan tantangan dan potensi yang tidak
dapat diremehkan. Bukan hanya sebagai akses sumber informasi tetapi
masyarakat beralih dari citizen ke netizen dengan memanfaatkan ruang
siber sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mempertemukan banyak
permintaan dan penawaran. Kondisi tersebut merupakan tantangan dan
potensi bagi pemerintah sebagai negara dengan sumber pendapatan
utama berupa pajak. Kawasan regional Pulau Jawa menduduki wilayah
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dengan daya saing digital terbaik. Sektor yang sangat pesat ﬁ-}

pertumbuhannya adalah pendidikan, sektor jual-beli dan sektor publik {ﬁf"’/ o

terutama sektor pemerintahan. Social change ini mendapatkan - ? - . . s

sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia, hal tersebut merubah \ - N it ; . L ))
mind set dan kebiasaan masyarakat tentang pemenuhan kebutuhan yang V- v ):f Bt it //

dapat dilakukan hanya dari rumah. Buku ini membahas berbagai hal
tentang ruang siber di Indonesia yang berpengaruh terhadap
perkembangan perekonomian masyarakat. Buku ini penting dibaca oleh
para pengamat. ekonomi atau pegiat media sosial yang sangat terkait
erat dengan pembahasan di buku ini.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pasal 1:

1.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2.

Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki
hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam
segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen,
atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f.
Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i.
Penyewaan Ciptaan.

Sank5| Pelanggaran Pasal 113

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).




Titi Rahmawati, S.Sos., M.Si.

VALUE OF CYBERSPACE

Perkembangan Perekonomian Indonesia

-‘@_—-
Penerbit Lakeisha

2022



VALUE OF CYBERSPACE Perkembangan Perekonomian
Indonesia

Penulis:

Titi Rahmawati, S.Sos., M.Si

Editor :
Otong Saeful Bachri, M.M., M.Kom.

Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.
Desain Cover: Tim Lakeisha
Cetak I Oktober 2022

15,5 cm X 23 cm, 74 Halaman
ISBN: 978-623-420-370-7

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha
(Anggota IKAPI No.181/JTE /2019)

Redaksi

Srikaton, RT 003, RW 001, Pucangmiliran,

Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website: www.penerbitlakeisha.com
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

-iv -


mailto:penerbit_lakeisha@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Kemajuan peradaban manusia merupakan proses jangka
Panjang yang berkelanjutan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain membentuk
kohesi atau adhesi yang tersistem dan terpola. Sistem tersebut terdiri
dari sub-sub sistem yang mewakili masing-masing unsurnya.

Automatisasi praktik penyelenggaraan pemerintahan menjadi
orientasi dan prioritas pemerintah ditingkat nasional maupun
daerah. Pelaksanaannya merupakan upaya holistik pemerintah pusat
membangun informasi masyarakat berbasis teknologi yang
diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan perekonomian yang
kompetitif, inklusif dan teringrasi secara nasional. Berbasis internet,
informasi dan komunikasi pada ruang siber menjadi dimensi kelima
setelah tanah, laut, udara, dan dimensi lainnya yang hidup selaras
serta menjadi bagian dari kenyataan dihari ini. Oleh sebab itu, ruang
siber yang berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai stabilisasi tata
kelola internet global dengan tetap menghormati kedaulatan negara
yang menyasar pada aspek penguatan infrastruktur, penerapan
teknologi tinggi dan membangun jaringan, menejemen sumber daya,
membangun kerja sama internasional dalam menghalau kejahatan
siber, serta berbagi informasi sumber daya web antar negara yang
pada akhirnya dapat mempromosikan kemajuan peradaban manusia.

Tata Kelola ruang siber di Indonesia telah dirumuskan dalam
beberapa peraturan regulasi yang telah disahkan. Salah satunya
implementasi kebijakan berbasis elektronik ditingkat daerah yang
telah diatur oleh pemerintah pusat dan termuat dalam Kepres No.3
Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah (P2DD). Buku ini membahas tentang tata kelola
ruang siber pemerintah daerah di Indonesia yang sangat penting



untuk dibaca para pegiat siber di Indonesia agar setiap persoalan
dapat diselesaikan dengan baik atau setidaknya tergambar akan
penyelesaikan yang harus ditempubh.

Penulis
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Automatisasi praktik penyelenggaraan pemerintahan menjadi
orientasi dan prioritas pemerintah ditingkat nasional maupun
daerah. Pelaksanaannya merupakan upaya holistik pemerintah pusat
membangun informasi masyarakat berbasis teknologi yang
diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan perekonomian yang
kompetitif, inklusif dan teringrasi secara nasional. Berbasis internet,
informasi dan komunikasi pada ruang siber menjadi dimensi kelima
setelah tanah, laut, udara, dan dimensi lainnya! yang hidup selaras
serta menjadi bagian dari kenyataan dihari ini. Oleh sebab itu, ruang
siber yang berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai stabilisasi tata
kelola internet global dengan tetap menghormati kedaulatan negara
yang menyasar pada aspek penguatan infrastruktur, penerapan
teknologi tinggi dan membangun jaringan, menejemen sumber daya,
membangun kerja sama internasional dalam menghalau kejahatan
siber, serta berbagi informasi sumber daya web antar negara yang
pada akhirnya dapat mempromosikan kemajuan peradaban
manusial.

Kemajuan peradaban manusia merupakan proses jangka
Panjang yang berkelanjutan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain membentuk
kohesi atau adhesi yang tersistem dan terpola. Sistem tersebut terdiri
dari sub-sub sistem yang mewakili masing -masing unsurnya.
Dengan demikian, ruang siber sebagai salah satu dimensi yang telah
menjadi bagian dari peradaban merupakan sistem yang terdiri dari
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sub-sub unsur seperti 1) administrasi yang merupakan integrasi
perencanaan, regulasi, urusan administratif, kebijakan ekonomi
sehingga pengambilan keputusan tetap sesuai dan ilmiah; 2) sistem
regulasi, untuk menjaga efisiensi dan keamanan serta menjaga
informasi maka sumber daya sebaiknya diatur pada aturan khusus;
3) teknologi pendukung, ilmu pengetahuan dan infrastruktur dapat
meningkatkan tata Kelola hubungan sosial pada ruang siber,
memperluas bidang kajian ilmu sossial diruag siber sehingga adanya
peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan manfaat
ekonomi; 4) sumber daya manusia, bahwa setiap orang yang berada
di ruang siber memiliki pengetahuan yang baik, memahami dampak
jangka Panjang pada interaksinya di alam dan sosial sehingga
diharapkan setiap orang dapat memiliki moralitas dan berfikir
jangka panjang; 5) partisipasi publik yang diharapkan bukan hanya
pada perumusan kehidupan ruang siber namun juga pada proses
implementasinya sehingga perhatian pada ruang siber menjadi
tanggung jawab semua pihak™.

Tata Kelola ruang siber di Indonesia telah dirumuskan dalam
beberapa peraturan regulasi yang telah disahkan. Salah satunya
implementasi kebijakan berbasis elektronik ditingkat daerah yang
telah diatur oleh pemerintah pusat dan termuat dalam Kepres No.3
Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah (P2DD). Tugas P2DD secara umum diantaranya 1)
mendorong penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
(ETPD); 2) meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah;
3) mendukung tata Kelola; 4) mengintegrasikan sistem pengelolaan
keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
5) mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital
masyarakat; 6) mewujudkan keuangan yang inklusif; 7)
meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Dengan demikian, arah pemanfaatan teknologi dan informasi yang
dimaksud membutuhkan kolaborasi aspek diantaranya otorisasi
kewenangan, kegiatan bisnis dan masyarakat, dan aktifitas pelayanan
publikz,
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Ruang lingkup pemerintahan daerah otonom di seluruh
Indonesia mengacu pada prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
telah diatur dalam Undang -Undang konstitusi. Prakarsa yang
dimaksud merupakan kewenangan yang meliputi hak dan kewajiban
daerah untuk seluas -luasnya memanfaatkan setiap sumber daya
guna melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat sehingga dapat memaksimalkan potensi daerah.
Berjalannya suatu pemerintahan daerah didukung oleh beberapa
potensi yang dimiliki seperti parameter yang diukur dari sisi
geografi; demografi; keamanan; sosial politik, adat, dan tradisi;
ekonomi, keuangan daerah; serta kemampuan penyelenggaraan
pemerintahan. Fokus pada parameter potensi ekonomi maka added
value yang memberikan kekuatan bagi daerah otonom dapat dinilai
dari pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah. Kedua
parameter tersebut secara harfiah menggambarkan ciri khas dan
karakteristik masyarakat daerah setempat dalam melakukan
kegiatan -kegiatan ekonomi sehingga nilai local wisdom menjadi rupa
kedaerahan yang hanya dimiliki daerah tersebut.

Kekayaan sumber daya yang melekat pada suatu daerah secara
langsung ataupun tidak langsung merupakan pendapatan yang dapat
dikelola sebagai keunggulan bagi daerah. Alur pendapatan daerah
pada peta pemerintahan di Indonesia akan dialokasikan sesuai
peraturan perundang -undangan tentang ketentuan keuangan antara
pusat dan daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam urusan 1) pajak
daerah dan retribusi daerah; 2) dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah; 3) dana bagi otonomi khusus sesuai dengan undang -
undang; 4) pinjaman dan atau hibah, dana darurat, dan insentif
(fiskal). Urusan pemerintahan daerah selanjutnya terdiri atas daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota maka dalam praktinya sumber
pendapatan akan kembali teralokasikan dan terbagi dalam
prosentase yang telah diatur dalam undang -undang. Berdasarkan
payung hukum yang telah mengatur maka pos pendapatan rill bagi
pemerintahan kabupaten/kota adalah minimal sebanyak 30% dan
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maksimal berada pada prosentase 80% dalam ketentuannya. Namun,
pergeseran praktik pemerintahan sebagai reformasi birokrasi yang
mengacu pada perkembangan zaman yang telah sampai pada society
5.0 serta penerapan digitalisasi di seluruh aktivitas pelayanan publik,
maka apakah hubungan keuangan antara pusat dan daerah; sumber
pendapatan; prosentase pembagian; definisi wilayah otonom; serta
payung hukum yang mengatur masih relevan dengan perkembangan
era digitalisasi saat ini.

Era digitalisasi pada paradigma revolusi industri 5.0 merupakan
keterhubungan hybrid antar dunia yang menghilangkan jarak nyata
secara virtual sehingga dapat terhubung dengan cepat3. Kondisi
tersebut melibatkan perkembangan teknologi diantaranya
broadband wireless internet, miniatur sensor, dan penggunaan
Artificial intelligent (Al) sebagai data analisis. Revolusi industri 5.0
menjadi lebih sempurna karena menawarkan tiga dimensi yang
merupakan inovasi ekosistem dan disebut sebagai inovasi simetris
yang berhasil mengadopsi tiga pendekatan yaitu memenuhi
akselerasi inovator, sudut pandang atau posisi tepat pada
keterhubungan hybrid, dan kebijakan teknologi yang telah
beradaptasi3 Pendekatan teknologi dalam analisis ilmu sosial dan
ekonomi di Benua Eropa telah diterapkan sejak lama, salah satunya
Etical, Legal, Social Implications (ELSI) yang pertama kali digunakan
tahun 1990 pada proyek penelitian genom manusia. Dengan
demikian, revolusi industri 5.0 siap memanfaatkan otomatisasi
ekstrim dengan kemanan big data, terciptanya kebijakan teknologi
yang inovatif, pengimplementasian ilmu pengetahuan sebagai aspek
3D dalam desain ekosistem inovasi.

Ekosistem inovasi di ruang siber atau cyberspace secara nasional
telah menempati prioritas ruang kajian pemerintah pusat. Hal
tersebut mengacu pada pertumbuhan pengguna internet mencapai
kurang lebih 202,6 juta jiwa setara dengan 73,7% populasi
menempati peringkat ke tiga di Asia dan penggunaan smartphone
sebanyak 72,25 juta jiwa di tahun 2021. Dinamisasi pergeseran
kecenderungan masyarakat Indonesia berselucur di dunia maya
merupakan tantangan dan potensi yang tidak dapat di remehkan.
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Bukan hanya sebagai akses sumber informasi tetapi masyarakat
beralih dari citizen ke netizen dengan memanfaatkan ruang siber
sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mempertemukan banyak
permintaan dan penawaran. Kondisi tersebut merupakan tantangan
dan potensi bagi pemerintah sebagai negara dengan sumber
pandapatan utama berupa pajak. Pertumbuhan kegiatan ekonomi
dalam ruang siber yang dikenal sebagai ekonomi digital semakin
meningkat hari demi hari, oleh sebab itu melalui Peraturan No. 2
Tahun 2020 diberlakukan pengenaan pajak dalam Kkegiatan
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang juga
mempengaruhi kebijakan keuangan daerah.

Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah melalui instruksi
pemerintah pusat diarahkan pada pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi,
dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun
kondisi tersebut menarik untuk dibahas lebih lanjut dari sisi
pertumbuhan ekonomi digital didaerah. Era Pandemi COVID-19 di
tanah air menghadirkan kondisi up and down perekonomian secara
nasional, namun disisi lain pertumbuhan ekonomi digital di
Indonesia terus melejit bahkan dianggap berada pada era
keemasannya. Berdasarkan laporan SEA e-Conomy 2020, 1 dari 3
pengguna layanan online di Indonesia adalah pengguna baru. Hasil
studi East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI)
menunjukan bahwa berdasarkan kawasan regional Pulau Jawa
menduduki wilayah dengan daya saing digital terbaik. Sektor yang
sangat pesat pertumbuhannya adalah pendidikan, sektor jual-beli
dan sektor publik terutama sektor pemerintahan. Berbagai daerah di
Indonesia memliki sumbangsih tersendiri terhadap kegiatan
digitalisasi seperti DKI Jakarta memanfaatkan e-commerce 96,58
persen; Nongsa Digital Park, pusat Industri Kreatif di Batam,
merupakan Kerjasama Singapura dan Indonesia; serta Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah yang mendorong pelaku UMKM memanfaatkan
marketplace yang sudah ada.

Prosentase Gross Merchendise Value (GMS) selama tahun 2020
mencapai US$ 44 Milyar. Hal tersebut menggambarkan pertumbuhan
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yang sangat signifikan, namun payung hukum yang mengatur pajak
ganda masih menemui banyak ketidak sesuaian dan bahkan
menimbulkan keberatan dari negara lain. Kondisi tersebut menjadi
sangat dilematis ditambah belum diaturnya potensi fiskal yang
berasal dari kegiatan ekonomi digital daerah pada pos pendapatan
daerah dan sejauh mana teritori ruang siber bagi daerah di
perkotaan dan perdesaan. Faktanya akumulasi pertumbuhan
kegiatan ekonomi digital dan prosentase signifikansi angka pada
pendapatan secara nasional merupakan keseluruhan total kegiatan
ekonomi digital seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana komitmen
pemerintah pusat melahirkan aturan yang mendistribusikan manfaat
baik pusat ataupun daerah sebagai wujud pemerataan kesejahteraan
sosial.

B. Identifikasi Masalah

Akumulasi kegiatan ekonomi digital di daerah didominasi oleh
beberapa sektor diantaranya peralihan kegiatan perdagangan UMKM
yang mengandalkan offline store kepada platform yang merupakan
basis kegiatan yang mengandalkan online store. Social change ini
mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia, hal
tersebut merubah mind set dan kebiasaan masyarakat tentang
pemenuhan kebutuhan yang dapat dilakukan hanya dari rumah.
Semua itu merupakan hasil kerja gotong -royong dan jatuh bangun
para start up, korporasi, dan pemerintah dalam mendorong
perekonomian digital (East Ventures 2021). Selanjutnya, bagaimana
perkembangan ekonomi digital memberikan sumbangsih yang
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Batasan ruang siber
yang dapat di klaim sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Oleh sebab itu identifikasi permasalahan yang timbul setelah
membaca beberapa kajian dan referensi adalah

2.1 Bagaimanakah model tata kelola ruang siber pemerintah

daerah ?
2.2. Bagaimanakah karakter atau prilaku pemerintah daerah di
era digital dalam menjaga kedaulatan teritori wilayahnya ?
2.3 Bagaimanakah praktik otonomi digital pemerintah daerah ?
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C. Tujuan Penulisan

Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum
yang menjungjung tinggi asas kepastian dalam hukum. Piramida
konstitusi tertinggi merupakan Undang -Undang Dasar 1945 yang
dirancang dan memuat pokok pikiran yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; negara berdaulat,
berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan;
dan negara ketuhanan yang maha esa, menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradap. Oleh sebab itu, pemerataan kesejahteraan dan
perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan esensi
berdirinya negara ini serta semangat kebhinekaan yang tidak boleh
terputus palagi terhenti oleh praktik pemerintahan yang belum
sempurna. Dengan demikian, dirumuskan tujuan penelitian sebagai
berikut :

3.1 Menjelaskan dan menganalisis model tata kelola ruang siber
pemerintah daerah dengan mengkaji ekosistem virtual,
karakteristik wilayah digital, wujud kedaulatan digital dan
ketercapaian keamanan digital dalam otonomi digital.

3.2 Menjelaskan dan menganalisis karakter atau prilaku
pemerintah daerah di era digital dalam menjaga kedaulatan
teritori wilayahnya dengan mengkaji ekosistem virtual,
karakteristik wilayah digital, wujud kedaulatan digital dan
ketercapaian keamanan digital dalam otonomi digital.

3.3 Menjelaskan dan menganalisis praktik otonomi digital
pemerintah daerah dengan mengkaji ekosistem virtual,
karakteristik wilayah digital, wujud kedaulatan digital dan
ketercapaian keamanan digital dalam otonomi digital.

D. Motivasi Penulisan

Keterbatasan kegiatan ekonomi masyarakat di masa pandemik
COVID-19 melahirkan babak baru bagi kondisi sosial politik nasional
di Indonesia. Pengesahan kebijakan guna menjaga stabilisasi
kehidupan masyarakat dirumuskan dengan cepat bersaing dengan
grafik penularan COVID-19 yang justru menunjukan kenaikannya
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hari demi hari. Prioritas pemerintah pusat bukan hanya
mempersiapkan infrastruktur kesehatan yang andal namun
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi bahasan utama yang
dapat menopang upaya stabilisasi keuangan negara. Kebijakan
menutup seluruh objek priwisata, membatasi kegiatan interaksi,
mengetatkan aturan Work From Home dan sekolah daring, semakin
gencar dilakukan hampir 2 tahun belakangan. Kondisi tersebut
melahirkan kekhawatiran, ketakutan dan kepanikan ditengah -
tengah masyarakat terutama para pelaku usaha dan masyarakat
berpenghasilan rendah tentang bagaimana bertahan di badai
pandemik COVID-19 dan apa yang harus mereka lakukan untuk
melanjutkan hidup.

Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok
masyarakat rentan yang jumlahnya semakin banyak dan menunjukan
kondisi terdampak paling signifikan dengan kondisi COVID-19.
Kelompok rentan yang dimaksud berada di kantung-kantung wilayah
daerah di seluruh Indonesia, mereka berharap keberpihakan
pemerintah pusat nyata dan menjangkau mereka dengan cepat.
Namun selain masyarakat lapis bawah, terdapat golongan
masyarakat lapis tengah yang kesejahteraannya menjadi kekuatan
ekonomi dilapis bawah seperti para pegawai swasta/ NGOs, pegawai
negeri sipil dan buruh pabrik. Kelompok lapis tengah ini secara
langsung menyentuh lapisan bawah, melakukan transaksi sehingga
perekonomian suatu daerah khususnya kota dan desa dapat berjalan
seperti prinsip ekonomi tricle down effect. Kebijakan refocusing
anggaran pemerintah daerah berimbas pada pendapatan masyarakat
lapis tengah terutama pegawai negeri sipil.

Kebijakan pemotongan anggaran belanja pegawai merupakan
upaya pemerintah pusat mengalihkan anggarannya pada
penanganan COVID-19, namun secara tidak langsung berdampak
pada transaksi masyarakat lapis tengah. Lack kebijakan akan selalu
ada dan mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu. Kondisi
ketergantungan perekonomian masyarakat daerah tentu berbeda
dengan masyarakat metropolitan seperti di Ibu Kota Jakarta. Hal
tersebut juga berkaitan dengan kecepatan perputaran uang , yang
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mana 70% berada di Ibu Kota secara nasional. Oleh sebab itu,
tantangan secara umum lebih dirasakan oleh pemerintahan daerah
ditingkat kota/kabupaten di masa pandemik COVID-19 yang mana
disebabkan diantaranya lesunya kegiatan UMKM pada offline store
karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),
pemangkasan tunjangan pegawai negeri sipil, dan rendahnya
retribusi pendapatan asli daerah pada sektor-sektor pariwisata dan
lain sebagainya.

Kabar baik dimasa pandemik COVID-19 bagi pemerintah pusat
dan pemerintah daerah adalah meroketnya tansaksi pada
perdagangan dengan sistem elektronik sehingga pemerintah
selanjutnya merancang aturan pada objek yang dapat dikenakan
pajak. Oleh sebab itu, kajian mendalam perlu dilakukan guna
menjawab pemerataan kesejahteraan masyarakat baik di kota
metropolitan yang berada pada ring pemerintah pusat sampai pada
daerah terluar di luar Pulau Jawa dari akumulasi penarikan pajak
yang juga berasal dari seluruh daerah di Indonesia.

E. Manfaat Penulisan
4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapan dapat memberikan wawasan
pada bahasan di level teoritis dalam kajian tata Kelola
pemerintahan dan kebijakan publik yang mengkaji
paradigma revolusi indutri 5.0 sebagai isu-isu kontemporer
yang melibatkan pendekatan disiplin ilmu sosial lainnya.

4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
masukan berbagai pihak dalam proses perumusan hukum
positif dalam mengatur wilayah teritori ruang siber
pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dengan
pendekatan kajian tata Kelola pemerintah dan kebijakan
publik sehingga dapat tercapai pokok pikiran UUD 1945
yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial.
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F. Kontribusi Penulisan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan
kepada para peneliti, akademisi, ahli hukum dan administrator serta
ASN sebagai rekomendasi pembuatan peraturan hukum dan arah
kebijakan dimasa yang akan datang. Penelitian memaparkan
perkembangan ekonomi digital di daerah dan pertumbuhan aktifitas
di ruang siber secara umum di tingkat pemerintah daerah. Tujuan
pengkajian perkembangan dan pertumbuhan aktifitas ruang siber di
Pemerintahan Daerah adalah merekomdasikan pos baru dalam
desentralisasi fiskal pada pendapatan asli daerah , sehingga
diharapkan peluang pemerataan kesejahteraan di Indonesia dapat
terwujud secara maksimal.

G. Ruang Lingkup dan Batasan Penulisan

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya
membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas dan lebar dalam
penelitian sehingga penelitian itu lebih bisa berfokus untuk
dilakukan. Batasan masalah bertujuan mempermudah aktifitas
identifikasi faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah
penelitian. Pemilihan Batasan masalah didasari pada alasan yang
tepat, baik alasan teoritis maupun praktis. Batasan dalam penelitian
ini adalah seluruh aktifitas masyarakat, swasta, dan pemerintah
daerah di wilayah tingkat provinsi pada ruang siber yang memiliki
nilai komersial sehingga berpotensi mencipatkan pos pendapatan
asli daerah yang baru dengan sudut pandang kajian ilmu
administrasi publik.
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BAB 2
RUANG SIBER

uang siber dapat didefinisikan sebagai wilayah geografis

virtual yang dibuat oleh teknologi informasi dan komunikasi

yang mana terhubung dalam jaringan internet yang
merupakan perpaduan jenis informasi, media, dan operator serta
melibatkan lebih banyak aktor, material sehingga memproduksi
informasi lebih banyak lagi*. Meningkatnya jumlah pengguna
internet dan aplikasinya dapat terlihat dalam keterkaitan antar kotas,
sehingga pada pratiknya internet memiliki ruang spasial tersendiri®.
Perubahan tersebut memberikan pengaruh tersendiri kepada kondisi
perkotaan yang semakin kompleks yang mana terdapat pertukaran
informasi sehingga memiliki struktur jaringan perkotaan yang
berkembang bersama perubahan itu sendiri’. Oleh sebab itu, tiga
dekade setelah World Wide Web berkembang keberadaannya
mengubah alam semesta secara paralel menjadi titik akses penting
yang tidak dapat dihindari oleh realitas sekitars.

Hubungan pusat-daerah di Indonesia merupakan perwujudan
amanat UUD 1945 yang dibangun berdasarkan upaya dalam
mewujudkan pemerintahan yang berdaulat, adil, dan makmur. Upaya
yang dinamis dirumuskan dalam menjawab pergeseran dan
perubahan kondisi sosial politik, dalam sudut pandang ilmu
administrasi publik yang berkaitan dengan aktifitas eksekutif dan
tindakan yang diambil, memaksimalkan manfaat yang berkaitan
dengan kepentingan publik dari berbagai stakeholder, badan dan
institusi yang berlandaskan hukum dan diatur dalam hukum. Dengan
demikian, kajian dalam sudut pandang ilmu administrasi negara
dalam merancang dan memberikan rekomendasi pada
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pengaturannya, diperlukan kajian keilmuan berdasarkan teori-teori
yang berkaitan, sebagai berikut :

A. Ruang Siber dalam Revolusi Industri 5.0

Ketergantungan aktifitas masyarakat pada ruang siber di masa
pandemik COVID-19 merupakan perubahan kondisi sosial yang
sangat menarik dalam kajian keilmuan yang mengungkapkan kode-
kode teori baru dalam ilmu sosial dan klasifikasi praktik yang
mencirikan pergeseran nilai -nilai sosial. istilah ruang siber
(cyberspace) pertama kali digunakan oleh seorang penulis asal
Amerika dalam sebuah cerita pendek berjudul “ burning crome” yang
dipublikasikan pada sebuah Majalah di tahun 1982. Istilah tersebut
digunakan untuk menggambarkan beberapa fitur yang merupakan
karakteristik realitas pada dunia digital seperti sumber data,
arsitektur jaringan yang tersebar, visualisasi grafik pengkodean data,
dan sumber informasi. Pendefinisian lainnya, mengacu pada sebuah
kamus yang mengartikan ruang siber sebagai ruang virtual yang
merupakan tempat terjadinya komunikasi antara sambungan
komputer pada internet®. Sedangkan Z.Trejnis dan P.Trejnis
menggunakan beberapa pendekatan selanjutnya mendefiniskan
ruang siber sebagai informasi dan komunikasi yang menghimpun
jaringan kerja, Teknik, pengguna dan ruang digital yang melahirkan 3
lapis aspek yaitu : material, logika, dan informasi.

Bentuk komunikasi pada ruang siber dapat mewakili proses
globalisasi yang melibatkan beberapa dimensi kehidupan seperti
informasi yang dapat diolah sebagai fitur dominan dalam pasar
global dan membentuk jaringan sehingga proses komunikasi pada
ruang siber sangat mendukung terjadinya proses globalisasil®. Ruang
siber merupakan pertanda hadirnya revolusi ketiga dalam sejarah
peradaban. Hal tersebut menyebabkan pergeseran dari orientasi
masyarakat industri kepada orientasi informasi dan pengetahuan.
Oleh sebab itu, terdapat tiga dimensi komunikasi dalam ruang siber
meliputil’®: 1) komunikasi dapat menghindari sudut pandang
antroposentrisme karena semua makhluk hidup adalah entitas yang
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dapat berkomunikasi; 2) komunikasi seumur hidup adalah
komunikasi berbasis nilai yang membawa manfaat bagi masyarakat
dan seluruh alam semesta; 3) komunikasi merupakan aspek yang
holistik, bersifat integral yang menghubungkan manusia satu sama
lain dari barat ke timur.

Keterhubungan manusia satu sama lain merupakan
perkembangan teknologi pada ruang siber yang selanjutnya
berkembang dan memiliki nilai secara alami sehingga beroperasi
layaknya jalan fikir manusia. Teknologi yang mengarahkan manusia
pada kehidupan digital tidak selalu memiliki bentuk yang mewah
namun memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan oleh manusia
sehingga perwujudan teknologi sebagai transformasi mesin yang
senantiasa bermanfaat bagi manusia dimasa sekarang ataupun yang
akan datang!!. Terdapat empat perspektif dalam menjelaskan budaya
digital dan pengaruhnya terhadap manusia diantaranyall 1)
perspektif determinisme, teknologi tumbuh dengan sendirinya dari
konteks sosial dan akhirnya berdampak pada konteks tersebut; 2)
perspektif konstruktivis sosial, terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi teknologi diluar prediksi penciptanya; 3) perspektif
bentukan sosial, merupakan konsep gabungan determinisme dan
konstruk sosial yang mana keterlibatan manusia sebagai efek
perkembangan teknologi yang disertai dengan sumbangsih
keterlibatan manusia sebagai penciptanya; 4) perspektif
mediatization , telah terbangun sebagai lembaga independen yang
otonom dalam masyarakat, memiliki logika sendiri yang bahkan
harus dipatuhi lembaga sosial.

Ruang lingkup lahirnya ruang siber dengan demikian dapat
disimpulkan sebagai sebuah transformasi wilayah virtual yang
menghubungkan komunikasi dan informasi dengan sistem teknologi
dan jaringan kerja yang melibatkan proses non-material data. Jarak
dan Batasan pada ruang siber merupakan hal yang tidak berarti, hal
tersebut menjadikan ruang siber sebagai wilayah yang memiliki
fleksibilitas dan kebebasan yang tinggi terutama dalam upaya
mendapatkan data dan informasi yang dianggap penting. Aktifitas
yang telah dirancang sedemikian rupa telah terkode dengan baik dan
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terancang dalam arsitektur jaringan kerja sehingga memperkecil
hambatan dan mempermudah interaksi dengan tujuan yang
diiginkan. Praktik ruang siber di Indonesia selanjutnya merupakan
hal yang baru dan perlu pengaturan lebih lanjut guna
memaksimalkan  nilai tambah dan menjaga keamanan
pelaksanaannya dalam konteks menghindari tindakan-tindakan
kriminal yang memberikan kerugian bagi penggunanya. Antisipasi
terhadap dampak buruk yang dimaksud berkaitan dengan
karakteristik yang dimiliki oleh ruang siber diantaranya: 1) tidak
berbentuk, fleksibel, dan bersifat non-material secara alami; 2)
memiliki bentuk yang tidak beraturan dan ambigu; 3) desentralisasi;
4) kelemahan pada pengawasan dan penilaian secara keseluruhan; 5)
akses universal; 6) proses informasi digital dan akumulasi yang
akurat; 7) bersifat numerik, hypertext, interaktif dan virtual secara
alami®.

Transformasi pemanfaatan ruang siber di Indonesia mengalami
peningkatan hari demi hari. Jenisnya pun semakin kompleks seiring
inovasi para pembisnis yang melahirkan platform digital
berdasarkan analisis kebutuhan dan penggunaannya sehingga sangat
familiar bagi pengguna. Beberapa sektor utama yang banyak
mengadopsi inovasi digital diantaranya informasi dan komunikasi
(infokom), jasa keuangan, transportasi, dan pergudangan (logistik).
Sektor lain yang mengalami peningkatan adalah telemedicine atau
konsultasi Kesehatan secara online dan jasa pengantaran barang dan
makanan, jasa pergudangan, serta transaksi dan pembayaran secara
digital berdasarkan data pada Digital Competitiveness Index 2021.
Pertumbuhan dan percepatan aktivitas digital bukan hanya terjadi
pada wilayah pemerintah pusat namun juga dimanfaatkan
masyarakat daerah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan
berbagai aktifitas. Ekonomi digital Indonesia secara umum
mengalami pertumbuhan sebesar 11 persen pada 2020
dibandingkan dengan 2019. Ekonomi digital memberikan kontribusi
pada perekonomian nasional sebesar US$ 44 miliar atau sekitar Rp
619 triliun. Google bahkan memprediksi pertembuhannya akan
mencapai US$ 124 miliar pada tahun 2025.
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Mengacu pada arah transformasi, maka pemerintah berupaya
mengantisipasi melalui sejumlah langkah diantaranya Menteri
Keuangan Sri Mulyani indrawati mendukung akselerasi pada aspek
pembiayaan infrastruktur, mendukung regulasi sebagai proteksi
pada pengguna, dan mempersiapkan SDM. Namun, perhatian pada
transformasi digital ditingkat provinsi dan kota/kabupaten belum
banyak mendapatkan perhatian, oleh sebab itu perlu pengaturan
tentang teritori ruang siber pada pemerintah daerah dalam praktik
digitalisasi revolusi industri 5.0 merupakan wacana publik yang
selanjutnya dapat dirumuskan sebagai kebijakan.

B. Domain Ruang Siber

Ruang siber merupakan kesatuan lingkungan yang dicipatakan
dan dipelihara untuk tujuan memfasilitasi penggunaan dan
pemanfaatan informasi, interaksi manusia serta melakukan
komunikasi!2. Sedangkan dalam kamus Oxford, ruang siber
didefinisikan sebagai lingkungan komunikasi yang terjadi melalui
jaringan komputer!3. Ruang siber atau dunia maya mewakili
ekosistem virtual yang mana terdapat aktor , penawaran pelayanan
dan produk serta berbagi ide. Ruang siber terdiri dari tiga lapis
utama jaringan yaitu, 1) World Wide Web (WWW) yang dapat diakses
melalui browser popular dan mesin pencarian; 2) Deep Web yang
tidak terlihat oleh browser dan mesin pencari serta berukuran 400-
500 kali lebih besar!4; 3) Dark Web (Darket) yang merupakan bagian
kecil dari deep web yang membutuhkan perangkat lunak,
konfigurasi, atau otorisasi untuk mengakses dan berselancar?s.

Perkembangan dan perubahan wilayah ruang siber memiliki dua
sisi yaitu potensi dan kekurangan, yang mana potensi yang dimiliki
diantaranya 1) ruang siber bersifat global sehingga membawa
perubahan yang melampaui batas dan mendisrupsi fungsi vital
operasional sebelumnya; 2) dapat direkayasa ulang, aktivitas pada
dunia maya dapat berubah bahkan menyerang balik pembuatnya
seperti “efek boomerang”; 3) tidak ada kepemilikan tunggal secara
nasional ataupun internasional; 4) membangun Kerjasama dan
kolaborasi lebih mudah; 5) biaya yang murah; 6) dapat memprediksi

VALUE OF CYBERSPACE Perkembangan Perekonomian Indonesia 15



kerentanan jaringan lain!2. Dengan demikian ruang siber bersifat
multidimensional yang tidak mengenal batasan wilayah secara
umum dan dimanfaatkan sesuai tujuan, ruang lingkup dan capaian si
pembuat. Namun adakalanya ruang siber memiliki kekurangan yang
dapat dikritisi.

Kekurangan yang dimaksud merupakan karakterisik yang
seringkali dikaitkan dengan keterbatasan dan ketidakmampuan
suatu konsep dalam memenuhi fungsinya. Hal tersebut dapat
diistilahkan sebagai aspek kritik pada ruang siber seperti : 1) ketidak
akuratan menggambarkan ruang siber secara umum yang diukur
dari aliran dan alur informasi yang dikaitkan dengan transmisi data
pada dunia maya yang membutuhkan waktu yang terbatas; 2)
ketidak akuratan yang melekat pada usaha rekayasa yang bisa saja
dimanfaaatkan pihak diluar sistem karena dengan mudah dapat
diakses pada riwayat secara forensik; 3) tidak memiliki keunikan,
karena tidak ada satupun negara yang dapat memilikinya secara
tunggal 4) kemungkinan tidak terjalinnya kerjasama tanpa peran
organisasi; 5) potensi yang rendah dari ruang siber yang diandalkan
negara akibat biaya pencipataannya yang murah; 6) memiliki
karakteristik sebagai model adaptif yang kompleks pada
operasionalnyal? Dengan demikian, keunggulan ruang siber pada
akhirnya tetap memiliki sisi kompleksitas menejemen ruang siber
yang cenderung bergantung pada peran baik sumber daya alam
ataupun manusia.

Kompleksitas pada ruang siber merupakan bahasan disepanjang
perkembangannya salah satunya adalah masalah serangan pada
ruang siber yang tidak memiliki bentuk nyata, jelas, dan bahkan
strategi namun selalu bertujuan memperoleh keuntungan dan
pengrusakan!é. Tindakan kejahatan pada ruang siber diklasifikasikan
kedalam beberapa jenis pada Budapest Computer Crimes Conventions
(2018) diantaranya: 1) pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas
dan Kketersediaan data pada sistem komputer; 2) penggunaan
komputer secara illegal; 3) konten illegal; 4) pelanggaran hak cipta
dan hak terkait!l. Istilah yang digunakan juga beragam seperti
kejahatan high tech , kejahatan digital, kejahatan informasi, dan
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kejahatan komputer. Oleh sebab itu, klasifikasi kejahatan pada ruang
siber seringkali berkenaan dengan masalah kejahatan seperti : 1)
kejahatan keuangan misalnya pada internet-banking, serangan pada
industri kripto, dan peredaran obat terlarang; 2) kejahatan
perlawanan publik dan keamanan negara misalnya dukungan
informasi kepada aksi terorisme, kegiatan ekstrimis pada ruang
siber, aksi spionase, pemalsuan terhadap hasil voting; 3) kejahatan
individu, misalnya pencurian identitas, perundungan pada ruang
siber, kejahatan pornografi, pelanggaran hak privasi pada data
pribadi dan 4) kejahatan pada hukum privat, misalnya pelanggaran
hak cipta, pelanggaran hak digital, korupsi pada ruang siber, serta
cyber black mailing?’.

Klasifikasi kejahatan yang rentan terjadi di ruang siber
mendorong beberapa negara global untuk membangun sebuah
sistem kemanan dengan menggunakan sistem teknologi yang canggih
dan mutakhir seperti negara United State of America (USA) yang
menggunakan mesin otomatis, sedangkan apa yang diterapkan di Uni
Eropa mengadopsi strategi travel yang telah tersertifikasi standar
dengan menggunakan software yang terupdate dan memastikan
keamanan jaringan saat digunakan secara otomatis, serta Jepang
merilis pedoman kemanan jaringan di tahun 2013 yang diterapkan
pada keamanan jaringan mesin mobil!8. Kejahatan pada ruang siber
terkadang tidak menjadi prioritas dalam penangannya, hal tersebut
justru menjadi kesempatan awal bagi pelaku kejahatan ruang siber.
Mengacu pada kasus yang dialami oleh Korea Selatan melalui
serangan siber pada PyeongChang tahun 2018 sehingga batalnya
proposal kerjasama yang diinisiasi oleh ahli pemerintah PBB dan
kacaunya mekanisme respon internasional’®. Dengan demikian
kejahatan pada ruang siber seringkali diistilahkan sebagai konflik
lama dengan jenis pertempuran yang baru?.

Istilah old conflicts, new battles pada ruang siber berkembang
sejalan dengan waktu, sifatnya yang secara alami tidak terlihat
membuat permasalahan atau konflik diruang siber tidak dapat diliat
waktu dimulai dan selesainya. Perjalanan waktu ruang siber pada
dunia global dilihat dari pengoperasiannya di tahun 2008 1)
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spionase; 2) menolak pelayanan dengan pembatasan pada kapasitas
layanan; 3) perusakan pada tampilan web. Sedangkan menjelang
tahun 2012 kejahatannya berupa 1) menghancurkan data,
penggunaan perangkat lunak berbahaya untuk menghancurkan data
atau melumpuhkan sistem komputer sehingga tidak dapat
dioperasikan. Kemudian dipertengahan menjelang tahun 2016 jenis
kejahatan yang seringkali muncul adalah 1) sabotase dengan
menggunakan malware yang mengganggu proses fisik; dan 2)
melakukan doxing, yaitu tindakan berbasis internet untuk meneliti
dan menyebarluaskan informasi pribadi ke publik (data from Council
of Erope, 2020).

Keamanan pada ruang siber bukan hanya berarti upaya
perlindungan namun juga sumber inovasi yang menjadi prioritas
dalam memastikan daya saing?!. Cakupan wilayah pada pertanggung
jawaban dalam ruang siber mendasar pada jenjang luas geografi
misalnya dibidang pendidikan di Indonesia yang berada pada level
pemerintahan provinsi, maka hal -hal yang dibutuhkan bagi
pemerintah adalah menyusun strategi dan menemukan peraturan
yang memenuhi kebutuhan regional dengan batas teritorinya serta
memperhatikan fungsi dan definisinya?l. Dengan demikian
pembangunan teknologi komunikasi yang holistik diharapkan dapat
mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi sehingga lebih
banyak masalah sosial justru dapat terlihat didalam ruang siber dan
secara langsung melihat ekspresi serta emosi masyarakat?2.

Opini publik pada ruang siber memiliki karakter yang dapat
memicu reaksi yang sama ditempat lain dengan frekuensi yang
sangat cepat seperti prinsip pada “butterfly effect” 23. Kondisi ini
membuat banyak kejadian serupa terjadi pada suatu waktu
bersamaan di beberapa daerah yang berbeda menyerupai pola yang
semakin kuat. Disisi lain, kelebihan ruang siber adalah meningkatkan
partisipasi pada tata kelola publik dan sosial seiring dengan jaringan
pada internet yang menjadi sumber utama opini publik. Hal tersebut
terkadang lebih banyak menampilkan dominasi pada reaksi yang
keras dan cenderung menampilkan sikap simpati yang lemah yang
diistiahkan oleh R.Sustein sebagai “kepompong ruang informasi” 23.
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Kondisi tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai keterbatasan
jaringan pada suatu waktu tertentu sehingga mengisolasi pandangan
lainnya dan menghasilkan kondisi psikologis seseorang terhadap
konflik antar kelompok sosial, misalnya kelompok publik dan
kelompok sosial.

Klasifikasi fitur rumor dalam internet pada era media baru sulit
untuk dibedakan kedalam pemberitaan yang benar dan yang salah
dengan karakteristik sebagai berikut : 1) kecapatan menyebar yang
sangat tinggi; 2) keluasan jangkauan tersebarnya berita; 3)
kondisi virtual mendorong orang cenderung mengekspresikan
ketidakpuasan. Beberapa hal tersebut membuat pengukurannya
menjadi tidak akurat dan sulit terukur. Sumber munculnya informasi
yang berubah menjadi rumor adalah aktor yang berperan sebagai
kompetitor, konsumen, media masa online, publik. Kewaspadaan
akan dampak negatif yang ditimbulkan bukan hanya berkaitan
dengan hak asasi manusia sebagai individu tetapi juga apa yang
dapat berdampak buruk bagi perusahaan seperti pengaruhnya
terhadap kegiatan produksi dan operasional perusahaan;
mempengaruhi kualitas branding dan image perusahaan. Oleh sebab
itu jangkauan ruang siber yang bahkan melibatkan perusahaan
bukan hanya pemerintah dan masyarakat secara umum?4,

Keterlibatan entitas yang beragam dalam putaran informasi
pada ruang siber yang berkumpul dan telah dapat teridenfikasi
dengan baik akan berubah menjadi kumpulan data berbasis digital.
Data digital telah dianggap sebagai faktor produksi yang signifikan
dan berpengaruh terhadap daya saing nasional, memastikan
pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat.
Tujuan spesifiknya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang
terdapat interaksi yang efektif dari semua peserta dalam kegiatan
sosial-ekonomi dengan menerapkan basis teknologi tepat guna?s.
Regulasi digital dengan demikian menjadi prioritas yang harus di
tetapkan bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pembayaran,
transaksi elektronik tetapi juga lebih luas melingkupi pendekatan
hukum dengan pembahasan idiologi dan metologi yang mendalam.
Perwujudan hukum digital selanjutnya adalah bentuk hak digital
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umat manusia secara universal yang dijamin oleh hukum
internasional dan konstitusi sehingga praktiknya merupakan hak
asasi manusia yang didigitalkan.

Hak yang menjadi kekuatan manusia diruang siber salah satunya
adalah hak untuk Dberbicara, berekspresi,
mendominasi dan mengendalikan wacana?é. Elemen yang termasuk
dalam komunikasi yang dilakukan didalam ruang siber adalah siapa
yang menyebarkan, apa yang disebarkan, bagaimana penyebarannya,
dan dalam konteks apa. Peran individu pada perkembangan ruang
siber dalam tata kelola pemerintahan dapat dipahami sebagai
keterlibatan aktor multi sektor yang menghubungkan berbagai
sektor dengan tingkat level yang berbeda seperti pemerintah,
organisasi internasional, perusahaan dan masyarakat secara umum
sebagai fungsi hubungan internasional yang merupakan konsep
global governance?’. Tata Kelola pemerintah global dalam jaringan
internet ruang siber berkembang tahap demi tahap meninggalkan
gaya tradisional, tidak memiliki otoritas terpusat dan mencakup
berbagai aspek kehidupan oleh sebab itu, terdapat tiga model
internet dalam tata kelola governance sebagai berikut :

Tabel 1. Tiga Model Internet Governance

menyebarkan,

Model Aktor Instiitusi Fokus/Objek
Open NGOs, Internet Keterbukaan
Multistakehold masyarakat, Corporation for internet,
erism bisnis, Assigned  Names netral,
sektor and Numbers pemeliharaa
pemerintah  (ICAN) Lembaga n,
pemerintah dan pengaturan,
Internet dan tata
Governance Kelola
Forum (IGF). internet
Repressive pemerintah  World Conference Pengambilan
multilateral on International kebijakan
Telecommunicatio internet
ns (WCIT) dan multilateral,
International control
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Model Aktor Instiitusi Fokus/Objek
Telecommunicatio domestik,

n Union (ITU) dan
keamanan
Open pemerintah  World Conference Pengambilan
multilateral on International kebijakan

Telecommunicatio internet
ns (WCIT) dan multilateral,

International akses yang

Telecommunicatio sama, dan

n Union (ITU) akuntabilitas
yang lebih
besar

Sumber : Glen (2014)

Pedoman inti dalam membentuk arsitektur internet adalah end-
to-end. Prinsip ini pada dasarnya menjelaskan bahwa internet
bersifat non diskriminatif bahwa setiap konten internet harus
diperlakukan sama sehingga semua data internet harus
ditransmisikan secara merata dan dapat mengirim paket informasi
kekomputer tanpa gangguan.

Domain ruang siber yang secara berkelanjutan mengalirkan
berbagai informasi dari seluruh belahan dunia akan menemui
tantangan etika sebagai fakta bahwa kegiatan manusia pada ruang
siber akan terus terhubung satu sama lain sehingga kemungkinan
bertemu dengan tantangan etika diantaranya2s: 1) survei berbagai
dimensi transformasi digital dan tantangan etis seperti:
paparan kehidupan pribadi melalui akses data, perubahan budaya
komunikasi melalui algoritma, konsentrasi kekuatan perusahaan,
perubahan dalam dunia kerja, pengguaan teknologi digital oleh
militer, perpaduan manusia dan mesin; 2) mencerminkan berbagai
dimensi antropologis yang bersumber dari Alkitab, yang
tidak mendefinisikan manusia tersendiri melainkan konsep yang
berkaitan dengan ketuhanan; 3) menangani transformasi digital
melalui penyelamatan wacana publik, memastikan pertanggung
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jawaban sosial, dan menawarkan perspektif antropologis teologis
yang mempertimbangkan kerentanan dan kebebasan manusia.

Prosedur baru dalam praktik di ruang siber menjadi sebuah
budaya digital yang dapat diartikan sebagai sirkulasi makna,
informasi, dan pengetahuan?®. Pemaknaan baru pada kegiatan yang
dilakukan dalam ruang siber memiliki kekuatan tersendiri. Kekuatan
yang dimaksud tidak dapat diartikan secara sederhana yang mana
dapat memberikan pengaruh dan merupakan sumber daya yang
membentuk elemen kekuatan diplomatik, kekuatan informasi,
kekuatan militer dan kekuatan ekonomi sehingga terdapat lima
domain kekuatan yaitu tanah, laut, udara, ruang angkasa dan ruang
siber yang memungkinkan akuisisi sumber daya dan menyebarkan
pengaruh3%. Pandangan ekonomi pasar bebas (Laissez-faire) yang
banyak dipraktikan diruang siber menciptakan hambatan bagi para
legislator dalam membuat regulasi yang tepat hanya didasari pada
capaian yang baik namun tidak memiliki izin3!. Perkembangan saat
ini memposisikan internet sebagai pengendali arus informasi yang
memusatkan perhatian33.

Ketidakberlangsungan ruang siber telah berimplikasi terhadap
lingkungan, khususnya berkaitan dengan energi. Pekerja yang
ditunjuk melatih mesin pada akhirnya dapat beroperasi tanpa
bantuan manusia33. Beberapa aspek lain dari kegiatan ekonomi
digital diruang siber misalnya tentang keamanan ruang siber
mengalami perubahan, terutama Ketika munculnya internet of
things3*. Penjelasan lebih lanjut, otomatisasi memiliki resiko yang
dapat mengecualikan sebuah negara dari ekonomi global, dalam
konteks kesenjangan digital pada suatu wilayah akan menghilangkan
kesempatan bagi semua warga khususnya yang bertempat tinggal
didaerah tersebut sehingga tidak memperoleh pelayanan dan
konektivitas digital yang baik3s. Akhirnya, dampak atas kurangnya
kontrol yang efektif pada tata kelola jaringan didalam ruang siber
oleh lembaga publik menimbulkan permasalahan dan mengganggu
proses demokrasi serta akuntabilitas yang terbatass3e.

Tata Kelola yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun
swasta memiliki resiko mencipatakan kondisi distopia ditengah
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masyarakat sehingga pemanfaatannya harus dilandasi dengan sikap
transparansi, kontrol demokratis, dan akuntabilitas. Namun,
karakteristik intrinsik ruang siber seperti penerapan prinsip
ekonomi pasar bebas disisi lain mengarahkan pada hasil yang tidak
berkelanjutan dari mencipatakan dorongan yang berarti3’.
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LATIHAN SOAL

1. Jelaskan tiga dimensi komunikasi dalam ruang siber ?

2. Teknologi yang mengarahkan manusia pada kehidupan digital
tidak selalu memiliki bentuk yang mewah namun memiliki fungsi
yang sangat dibutuhkan oleh manusia sehingga perwujudan
teknologi sebagai transformasi mesin yang senantiasa bermanfaat
bagi manusia dimasa sekarang ataupun yang akan datang.
Sebutkan empat perspektif dalam menjelaskan budaya digital ?

3. Tata Kelola yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun swasta
memiliki resiko mencipatakan kondisi distopia ditengah
masyarakat. Apa yang dimaksud dengan dystopia pada studi
kasus ruang siber ?

4. Pandangan ekonomi pasar bebas (Laissez-faire) yang banyak
dipraktikan diruang siber menciptakan hambatan bagi para
legislator dalam membuat regulasi yang tepat hanya didasari pada
capaian yang baik namun tidak memiliki izin. Bagaimana
pendapat Anda tentang Langkah yang sebaiknya diambil para
legislator ?

Opini publik pada ruang siber memiliki karakter yang dapat

memicu reaksi yang sama ditempat lain dengan frekuensi yang

sangat cepat seperti prinsip pada “butterfly effect” . Jelaskan apa
yang dimaksud dengan efek tersebut ?
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C. Luasan Ruang Siber

Ekosistem ruang siber dibangun dengan infrastruktur fisik dari
internet yang terdiri dari pengguna, titik interaksi online (website)
dan aktifitas yang berlangsung secara online%s. Kondisi Pandemik
Covid-19 membuat perkembangan ruang siber semakin besar
dipandang dari tiga kerangka pemahaman yaitu capaian, ukuran, dan
lebar serta luasnya dunia maya. Konsep ruang siber pada dasarnya
merupakan penggabungan antara pengguna dan perangkat; jumlah
interaksi (website dan domain) dan aktifitas yang menghubungkan
kategori yang luas (aliran data dan perdagangan). Terdapat beberapa
variabel yang dinilai dalam penggunaan internet seperti ringkasan
pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Luasan Ruang Siber

Pengguna Internet Interaksi Online Volume Aktifitas
Online

1 Jumlah pengguna 9§ Jumlah domain § Jumlah total aliran
internet data
9 Jumlah pengguna 9 Jumlah website 9§ Jumlah aliran data

email pada seluler

1 jumlah langganan 1 jumlah pencarian
broadband pada google per
seluler aktif tahun

1 jumlah 9 kontribusi internet
smartphone yang terhadap GDP
dijual kepada
pengguna akhir

Sumber: Eric Jardie (2014)

Pengguna internet merupakan alat ukur luasan ruang siber
karena secara umum memperlihatkan data perhitungan tentang
jumlah keterlibatan perorangan dalam jaringan. Begitu pula dengan
penilaian pada penggunaan e-mail, hal tersebut merupakan
kebutuhan dasar dalam melaksanakan aktifitas di internet sehingga
kondisi tersebut membuat email menjadi bagian yang penting dalam
menilai pemanfaatan internet pada kehidupan sehari -hari.
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Penggunaan internet secara umum dimasa kini bergeser dari era
komputer kepada kecenderungannya pada smartphone yang lebih
mudah dalam pemanfaatannya. Hal tersebut juga berpegaruh pada
jumlah penjualan smartphone yang meningkat setiap tahun, sehingga
menggambarkan perangkat yang online di suatu lokasi tertentu.
Dengan demikian, penilaian pada besaran ruang siber ditinjau dari
pengguna internet akan fokus pada aktor, aktifitas dan alat yang
digunakan dalam memanfaatkan internet.

Jumlah aktifitas online terus mengalami kenaikan yang cukup
signifikan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya karakter internet yang sangat efisien dalam mengirim
dan menerima data sehingga internet dapat didefiniskan sebagai
jaringan kerja yang berada pada ranah privat yang saling terhubung
dengan menyediakan sistem yang memiliki jangkauan globalst.
Perkembangan dan jangkauan yang mendunia membuat internet
mempengaruhi aspek -aspek sosial, salah satunya merupakan efek
yang terdapat pada integrasi pertumbuhan Gross Domestic Prodcut
(GDP)%5 . Daya dukung internet pada aktifitas ekonomi di Indonesia
sendiri berjalan secara bertahap namun di masa pandemik COVID-19
terdapat peningkatan yang signifikan dan akselerasi perbaikan
perekonomian secara umum melalui kegiatan perekonomian digital
baik didaerah ataupun dipusat.

Kebijakan ruang siber merupakan prioritas yang harus disusun
sesuai dengan kebutuan dan Kkegunaannya Kkarena itu
pendefinisiannya melekat pada situasi dan tempat yang mana
jaringan kerjanya berkaitan satu sama lain. Kondisi yang membentuk
seperti norma internasional yang belum banyak disepakati secara
umum dan rendahnya kepemimpinan dan tindakan kolektif dalam
mengembangkan norma¢’. Kondisi tersebut merupakan tantangan
yang mencerminkan bahwa regulasi pada ruang siber belum dapat di
terjemahkan kedalam nilai-nilai dan norma yang dapat disepakati
secara umum sehinga tujuan yang berhasil diidentifikasi belum
menggambarkan pemahaman pada ruang siber dalam arti luas ,
namun semua yang berkaitan dengan kepentingan publik wajib
memiliki nilai ukur dan capaian yang jelas agar apa yang dilakukan
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oleh pemerintah semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat secara umum. Adapun beberapa hal yang
dapat dipertimbangkan dalam menyusun kebijkan ruang siber
berkaitan dengan interaksi pergaulan internasional sebagai berikut :
Tabel 3. Rumusan Kebijakan Ruang Siber Internasional

Tema Kebijakan Sub-dimensi

1 Pengawasan online Y Memperkenalkan norma-norma
tentang  kolaborasi = pemerintah-
industri untuk akses ke data online

1 Meningkatkan kolaborasi data antara
pemerintah ke pemerintah

1 Mengembangkan instrument
internasional yang membutuhkan
penghormatan  terhadap  standar
perlindungan data oleh kegiatan

inteligen
1 Kebebasan 1 Mendukung inisiatif jaringan global
ekspresi secara Y Perluas koalisi kebebasan online
online I Mengatur norma dalam pengawasan

ekspor secara online
9 Aliran data lintas { Meliberalisasi aliran data lintas batas
batas dengan TTIP
1 Memperkuat keamanan tenaga kerja
1 Mengembangkan mekanisme Kkerja
dengan fungsi yang memadai
 Tata kelola 9 Memaksimalkan kinerja pemerintah
internet pusat dan daerah
1 Memperkuat forum diskusi dan
koordinasi berbasis internet
1 E-commerce 1 Meningkatkan bea masuk pada segala
bentuk komunikasi elektronik dan
mentepakan moratorium
Y Menentukan regulasi  pada e-
commerce
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Tema Kebijakan Sub-dimensi

i Keamanan Ruang 9 Mendorong konvensi kesepakatan
Siber tentang penanggulangan kejahatan
pada ruang siber
Y Membuat instrumen multilateral
untuk mencegah kejahatan ruang
siber
1 Mengadopsi hukum perdagangan
internasional sebagai penentu
kebijakan pengaturan ekonomi
diruang siber
M1 Perang di ruang 9 Menciptakan instrumen untuk
siber mengantisipasi “zero day” (kelemahan
dalam jaringan computer)
1 Mencipatakan institusi yang kuat dan
bertanggung jawab terhadap
kejahatan diruang siber

Sumber : Ulgen (2016)

Uraian luasan ruang siber dalam lingkup kebijakan
internasional merupakan wujud kecenderungan ruang siber secara
umum. Beberapa hal tersebut selanjutnya mendorong berbagai
negara dalam memaksimalkan aktifitas ruang siber pada konteks
kebijakan suatu negara. Namun, kelemahan urgensi peraturan
internasional adalah geraknya yang tidak terlalu cepat jika
dibandingkan dengan perjalanan waktu pada perkembangan ruang
siber yang begitu cepat. Dengan demikian, asumsi yang dibangun
pada regulasi internasional secara umum adalah bagaimana para
pelaku di ruang siber memiliki komitmen dan kepatuhan bersama
pada regulasi yang mungkin saja melibatkan negara lain sehingga
secara bersama -sama membangun komunitas kelompok dan
terhidar dari kejahatan diruang siber. Jenis kejahatan internasional
pada ruang siber diantaranya 1) ganguan ekonomi melalui sanksi
dan kebijakan luar negeri; 2) menjadikan informasi sebagai senjata;
3) operasi ruang siber; 4) manipulasi sosial/ psikologi; 5) kekuatan
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lain seperti terorisme; 6) kekuatan regular seperti angkatan
bersenjata®s.

Ruang siber dalam sudut pandang kenegaraan merupakan hal
yang kompleks dan membutuhkan kajian interdisipliner, dorongan
para ahli, kebijakan yang inklusif, dan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan®. Asumsi yang dibangun tentang ruang siber
adalah bagaimana seluruh aktor yang memiliki kepentingan
(stakeholder) menterjemahkan dan memanfaatkan ruang siber
tersebut sehingga asumsi tersebut terbagi kedalam beberapa
klasifikasi diantaranya 1) stakeholder sebagai pembentuk opini; 2)
stakeholder sebagai pemberi solusi; 3) stakeholder sebagai
pengembangan kepercayaan; 4) stakeholder sebagai role model dan
pembuat kebijakan; 5) keterlibatan stakeholder secara nasional; 6)
stakeholder sebagai whistleblowers®®. Membangun Kerjasama antar
aktor merupakan kunci yang memiliki banyak potensi sakligus
tantangan diantaranya menyatukan Kkepentingan masing-masing
aktor menjadi kepentingan bersama sehingga dapat saling
memahami proses institusi satu sama lain, membangun kepentingan
umum, dan menanamkan kepercayaan satu sama lain’0. Dengan
demikian, melalui Kkerjasama stakeholder diharapkan dapat
memaksimalkan potensi dan mengurangi kelemahan ruang siber
pada berbagai aspek kehidupan yang melahirkan banyak fenomena.

Fenomena diruang siber melekat dan berkembang seiring
pengaruh prilaku para aktor serta fungsinya yang dipandang banyak
mendisrupsi praktik-praktik sebelumnya. Topik utama yang menarik
adalah berkaitan dengan fenomena disinformasi dan manipulasi
sosial sehingga kebijakan keamanan dalam penggunaan teknologi
terbaru dan penggunaan platform komunikasi pada ruang siber
merupakan prioritas yang harus di selesaikan bersama’!. Integrasi
antara manusia dan mesin pada ruang siber menghasilkan
pengkodean sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang melakukan
pengukuran pada prilaku dan fenomena sosial menggunakan
teknologi sehingga permasalahan dapat diterjemahkan melalui
komputasi ilmu sosial. Komputasi didalam ilmu sosial merupakan
teorisasi ilmu sosial yang diarahkan untuk membangun pendekatan
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teknik komputerisasi yang baru pada proses pengumpulan data,
analsis dan simulasi. Beberapa jenisnya dikategorisasikan kedalam
“social cybersecurity” seperti forensik sosial pada ruang siber,
kejahatan sosial pada ruang siber, anallitik media sosial, propaganda
komputasi, informasi pada media sosial”%.

Missed informasi pada ruang siber merupakan gambaran
kualitas informasi yang rendah, namun karakteristik tersebut tidak
berlaku di ruang siber. Hal tersebut terjadi karena persebaran
informasi yang sangat cepat dan efisien maka kondisi demikianlah
yang membuat informasi semakin rendah kualitasnya. Oleh sebab itu,
kualitas tidak dapat disamakan dengan dengan kebenaran tetapi
mengarah kepada kondisi penilaian secara psikologis7!. Pendekatan
prilaku dalam pandangan ilmu sosial dapat menjelaskan fenomena
kontemporer dalam analisis kualitatif seperti membaca
kecenderungan masyarakat pada gerakan anti vaksin, menolak
adanya fenomena perubahan alam, dan bahkan polarisasi politik.
Oleh sebab itu, peristiwa difusi gagasan dan pengaruh sosial
terkadang tidak hanya membutuhkan banyak logika tetapi juga
memperhatikan bagaimana ekspresi pada emosi seseorang dapat
menyampaikan pesan yang dimaksud, karena ekspresi emosi
merupakan pemaknaan komunikasi yang bentuknya bukan kata-
kata. Dengan demikian, tindakan peventif tentu menjadi tahapan
yang layak dilakukan sebagai wujud antisipasi terhadap rendahnya
kualitas informasi pada ruang siber justru karena Kkecepatan
menyebarnya.

Komunikasi yang dilakukan didalam jaringan internet
memungkinkan manusia dengan berbagai macam bangsa dan latar
belakang untuk berinteraksi satu sama lain melewati batas negara.
Kondisi tersebut memberikan dampak positif dan negatif, misalnya
komunikasi yang dilakukan antar negara dapat mempromosikan
keunikan masing -masing budaya sehingga mempengaruhi interaksi
didunia nyata. Ketepatan dan akurasi sebuah informasi pada ruang
siber melalui jaringan internet berkaitan erat dengan jumlah dan
kualitas komunikasi lintas budaya yang dilakukan. Proses
komunikasi lintas budaya yang dimaksud melalui tiga tahapan yaitu
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1) penarikan kesimpulan; 2) penerimaan pesan informasi; 3) aksi
dari informasi yang diperoleh, proses pada tahap satu dan dua sangat
bergantung pada rekasi pebuat informasi dan penerima informasi
sedangkan komunikasi lintas budaya merupakan hasil dari tahapan
akhirnya7z.

Ruang siber merupakan ruang psikologis yang dipandang dalam
proyeksi pikiran manusia secara individu dan kolektif sehingga
secara langsung ataupun tidak langsung akan menampilkan teritori
data diri, keyakinan dan gaya hidup?’3. Interaksi yang ada didalam
ruang siber merupakan kondisi zona menengah antara diri kita dan
orang lain, sehingga dimabil dalam sudut pandang perspektif teori
psikologis tradisional, ruang ini dapat dikonseptualisasikan sebagai
bidang intersubjektif atau interpersonal’*. Oleh sebab ity,
pemahaman ruang siber sebagai ruang psikologis membutuhkan
sudut pandang interdisiplin yang mengkombinasikan aspek teknis
dari lingkungan online yang dipandang sebagai ekspresi jiwa secara
holistik sehingga dapat menterjemahkan manusia dalam era digital
sebagai rancangan atau fitur unik dalam wilayah online’s. Ruang
psikologi siber memiliki delapan dimensi yang menjelaskan
fenomena pada ruang digital lainnya. Setiap dimensi mencerminkan
aspek yang dihasilkan komputer tentang bagaimana lingkungan
online beroperasi, disaat bersamaan bagaimana jiwa manusia
memanifiestasikan dirinya disana dan bagaimana pikiran manusia
bekerja didalamnya.

Kedelapan dimensi yang dimaksud adalah’¢ 1) dimensi identitas:
siapa saya. Dimensi ini memberikan kebebasan pada individu untuk
menetapkan siapa mereka yang disebut sebagai hiperpersonal; 2)
dimensi sosial: siapa kami. Dimensi yang saling menghubungkan
dengan kekuatan ikatannya masing -masing; 3) dimensi interaktif:
bagaimana saya melakukan ini. Dimensi ini menunjukan seberapa
baik orang dapat memahami, mevavigasi, mengontrol dan
memodifikasi lingkungan online; 4) dimensi teks: apa kata itu. Dunia
maya adalah tempat semua orang berbica melalui teks yang diketik,
sehingga disebut sebagai teks berbicara; 5) dimensi sensorik:
bagaimana saya sadar yang memerlukan banyak aktifitas panca indra
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seperti mendengar, melihat, merasakan, mencium, dan mencicipi
sehingga aktifitasnya lebih tinggi dari pada teks saja; 6) dimensi
ruang waktu: jam berapa sekarang. Penggunaan dan pengalaman
waktu diruang siber merupakan dimensi temporal yang berbeda
secara signifikan dari pertemuan langsung; 7) dimensi realitas:
apakah ini kenyataan. Ruang siber mencoba menciptakan kehidupan
fisik pada dunia nyata; 8) dimensi fisik: bagaimana ini nyata. Ruang
siber memiliki dua badan. Postur dan Gerakan fisik melayani sedikit
tujuan dalam ruangan ini selain menjaga perhatian seseorang
terfokus pada layar.

Ruang siber selanjutnya dibahas sebagai inovasi dalam
komunikasi yang memungkinkan pengguna individu dan jaringan,
termasuk komunikasi real time antar individu, intra-kelompok, dan
antar kelompok seperti membentuk kehidupan kedua?’. Jaringan
serat optik global telah memungkinkan komunikasi dengan cara yang
belum pernah terjadi sebelumnya, menghubungkan komunikasi
dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga
dapat terhubung dengan cara yang unik, mendorong rantai pasok
global, dan memberi konsumen akses ke berbagai data dari seluruh
dunia’8. Kecepatan persebarannya membuat otoritas global berfikir
tentang bagaimana memecahkan ancaman ruang siber yang meluas
menembus batas sehingga perlu ditangani dengan diskusi dalam
menentukan konsensus yurisdiksi agar mengarahkan perubahan
transisi ke era baru sistem pasca teritorial’®. Oleh sebab itu, ruang
siber dalam waktu singkat menjadi fenomena sosial dan ekonomi
karena keterbukaan teknis, sosial dan kelembagaannya8® serta
menandakan kemajuan dalam hal global, keterbukaan pada filosofi
kebebasan dalam penggunaan jaringan®:.

Memperjelas luasan ruang siber sama halnya dengan
mempertanyakan siapakah yang bertanggung jawab pada ruang
siber tersebut, sehingga terbentuk otoritas yang berkaitan dengan
struktur penguasa dan memerintah dalam domain tertentu yang
mana hadirnya kebijakan dan penjaminan atas keamanan82. Namun
berbicara tentang batas ruang siber tampaknya jauh dari jelas, tidak
seperti sebuah wilayah bahkan domain yang dapat dibedakan secara
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fungsional, seperti ekonomi, ruang siber lebih kabur dan begitu pula
pelaksanaan otoritas di atasnya®3. Kondisi tersebut diistilahkan
sebagai invisble hand of power8*. Oleh sebab itu, perkembangan
empiris ruang siber tidak memiliki kepemerintahan dan berada pada
tahap mendiskusikan logika teritorialnya seperti upaya menemukan
negara baru®s. Terdapat tiga asumsi yang menganalogikan proses
teritorial ruang siber diantaranya: 1) didasarkan pada negara sebagai
wadah nasional (teritorial); 2) perdebatan kedaulatan di ruang siber;
3) ruang siber memiliki karakter yang berbeda dengan jaringan
internetsé,

Penjabaran analisis teritori ruang siber yang dilakukan oleh
Lambach#* dengan pendekatan teritori, tempat, skala dan jaringan®’,
terdapat tiga asumsi yang dapat menjelaskan diantaranya%: 1)
pandangan geografi kritis menjelaskan bahwa wilayah dan
perbatasan harus dilihat sebagai cairan sehingga praktiknya
beradaptasi meninggalkan bentuk yang statis dan abadi. Asumsi ini
tidak membahas batas -batas tetap namun proses mendefinisikan,
membatasi, dan menamai ruang, sehingga lahirnya ruang siber
merupakan teritorialitas baru yang muncul, berubah, dan
diperebutkan seperti yang telah didiskusikan pada beberapa
literatur®s; 2) teritorialiasi hanya didasarkan pada kekuasaan tanpa
kedaulatan. Konsep  kontrol terhadap  territorial tidak
menggambarkan kondisi absolut yang memonopoli kekuatan
melainkan klaim yang sudah berarti sehingga wilayah masing-
masingnya dapat tumpang tindih; 3) jaringan dan wilayah dapat
berada dalam ketegangan, tetapi mereka juga dapat kompatibel,
bahkan saling konstitutif, hal terbaik adalah tidak mengasumsikan
hasil tertentu atau mentapkan prioritas ontologis untuk keduanya.

Peran negara dalam tata kelola internet tetap mengacu pada
konsep kedaulatan suatu wilayah dengan menggunakan metafora
ruang spasial pada ruang siber itu sendiri®®. Tren jangka panjang
yang dilakukan oleh pemerintah adalah menempatkan kontrol
domestik internet dan menuntut hak berdaulat atas teknologi®.
Metafora ruang siber dijelaskan sebagai tempat yang tidak dapat
diterjemahkan dalam pendekatan utilitas publik yang memiliki
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konsekuensi hukum?!. Pandangan lainnya mencoba menterjemahkan
tipe ideal ruang siber hanya merupakan upaya perbatasan elektronik
yang ambigu, paradok, dan berkaitan dengan kepentingan dan tujuan
aktor internasional92.

D. Ruang Siber dan Kebijakan Administrasi Publik

Kajian administrasi publik komtemporer terus mengalami
perubahan dan perkembangan pada praktiknya. Perbedaan yang
paling mendasar adalah digunakannya berbagai macam pendekatan
khususnya di era revolusi industri 5.0 yang mana teknologi menjadi
tools dan teori keilmuan yang mempermudah praktik administrasi
publik dalam menyelesaikan seluruh kepentingan publik. Wilayah
yang menjadi pembeda antara administrasi tradisional dan praktik
elektronikfikasi administrasi (e-administrasi) di masa kini adalah
merubah gaya pada kepengurusan publik yang melibatkan
masyarakat yang selanjutnya merubah aturan pada organisasi dalam
menyediakan pelayanan bagi masyarakat? .Organisasi pemerintahan
secara umum telah menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi dalam melaksanakan kegiatan keadministrasian, kondisi
tersebut memberikan efek domino yang positif seperti perbaikan
kemampuan para aparatur, meningkatkan proses demokratisasi
masyarakat, dan meningkatkan dukungan pada kebijakan nasional.

Tahapan implementasi kebijakan di era digital menemui
tantangan berbeda bukan hanya menjawab efektifitasnya namun
bagaimana pemerintah dapat menjelaskan tujuan dan memperoleh
respon dan citra yang baik dari masyarakat sebelum dan sesudah
proses implementasi dilakukan sehingga rumor dan kepalsuan berita
pada ruang siber tidak menghalangi komunikasi strategis
pemerintah!%. Sebuah studi menjelaskan bahwa kecenderungan
masyarakat pada sebuah rumor merupakan kekhawatiran atas
pengawasan pemerintah terhadap privasi dan kebebasan
berbicaral%. Fenomena sosial diera digital seperti munculnya rumor
merupakan peristiwa yang secara tidak langsung mengakui
konteks politik!11. Analisis secara keseluruhan menemukan fakta
bahwa pengawasan internet yang dilakukan pemerintah dianggap
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sebagai bentuk ketidakpercayaan dan berdampak domino pada
ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas informasi resmi
pemerintah!12, Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut tentang rantai
efek pengawasan terhadap kebebasan berekspresill4 perlu dilakukan
untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik di era
digital.

Teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun pada sektor
publik memiliki target yang spesifik diantaranya 1) to citizens
(pemerintah -masyarakat); 2) to representatives of the business world
(pemerintah - dunia bisnis dan industri); 3) to other public
administration units (pemrintah-pemerintah). Ketiga bentuk objek
yang merupakan target dan sasaran pemerintah dalam
memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi menunjukan
bahwa social and political movement pada kegiatan pemerintahan
telah memungkinkan pengguna dan pengelola internet mewujudkan
tujuan tanpa hambatan yang berarti bahkan memberikan ruang
khusus kepada setiap user untuk melakukan lompatan sosial seperti
inovasi kegiatan ekonomi yang dianggap memiliki nilai tambah dan
keuntungan secara finansial. Oleh sebab itu, praktik elektronifikasi
pemerintah bukan hanya menguntungkan kegiatan administrasi itu
sendiri tetapi juga masyarakat dan kegiatan bisnis itu sendiri. Salah
satu kegiatan yang merupakan inovasi masyarakat pada kegiatan
bisnis adalah praktik e-commerce (elektronifikasi pada kegiatan
komersial).

Inovasi tersebut tentu memberikan pengaruh positif pada
perekonomian Indonesia khususnya pada program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Melihat semangat dan capaian positif dari
potensi kegiatan digital ekonomi masyarakat maka pemerintah pusat
melalui Kepres No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan
dan Perluasan Digitaliasi Daerah membentuk satuan tugas yang
mendorong dan mengawal praktik digitalisasi di seluruh daerah di
Indonesia diantaranya menerapkan Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (ETPD). Salah satu contohnya adalah pada setiap
pelayanan yang diberikan oleh kantor layanan publik kepada
masyarakat diwajibkan melalui transaksi elektronik yang praktiknya
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telah diatur dalam peraturan daerah misalnya kepada para penghuni
rumah susun umum dan komersial milik Pemerintah Kota Tegal.
Dukungan tersebut dilakukan dengan cita-cita akhir yaitu
mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi
ekonomi, dan keuangan digital secara nasional. Dengan demikian,
komitmen pemerintah pusat tentang stimulus kegiatan digitalisasi
ekonomi di daerah bukan hanya tentang bagaimana memaksimalkan
penerimaan dan transfer daerah ke pusat tetapi juga tentang
bagaimana kebermanfaatan tersebut kembali ke daerah sebagai
bentuk pemerataan kesejahteraan.
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LATIHAN SOAL

. Aktifitas penggunaan internet dapat diukur dengan variabel
diantaranya. Sebutkan dan jelaskan! Khususnya pada praktik yang
terjadi di Indonesia

. Jumlah aktifitas online terus mengalami kenaikan yang cukup
signifikan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya karakter internet yang sangat efisien dalam mengirim
dan menerima data. Jelaskan pengaruhnya baik bagi kehidupan
masyarakat perkotaan dan pedesaan!

. Bagaimana barometer Indonesia dalam Menyusun kebijakan
penggunaan internetnya sebagai modal membangun interaksi
dengan berbagai negara global?

. Mengapa Indonesia perlu bertransformasi secara cepat dan
menerapkan praktik elektronifikasi pemerintah? Sebutkan salah
satu contohnyal

. Sebutkan salah satu Penjabaran analisis teritori ruang siber !
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E. Ruang Siber dalam Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah

Negara senantiasa memposisikan ruang siber pada tempat yang
mereka butuhkan, hal tersebut dilakukan seiring terciptanya
peraturan sebagai langkah manifestasi. Tujuan utama sebagai alasan
mendasar adalah 1) terjaganya keamanan negara; 2) mengatur
permintaan dan kebutuhan sosial; 3) menjamin kemanan ruang siber
dan permintaan pada ruang siber; 4) menjaga keamanan data dan
keamanan pribadi4. Arah pemanfaatan ruang siber pada praktiknya
dengan demikian akan melibatkan banyak elemen khususnya pada
interaksi pemerintah dengan berbagai pihak sebagai bentuk
kolaborasi ataupun kompetisi sehingga konsep yang telah
dirumuskan oleh negara tentang semua hal yang berkaitan ruang
siber pada sektor komunikasi, industri dan keamanaan akan terkait
satu sama lain. Ruang siber yang berwujud virtual atau tidak
berbentuk memiliki tantangannya tersendiri, bagi United Nations
butuh waktu 20 tahun untuk merumuskan fakta perjanjian
kesepakatan kedaulatan dalam ruang siber sehingga tercetus 5 nilai
yang menjadi prinsip yaitu 1) keterbukaan; 2) keamanan; 3)
kestabilan; 4) bebas hambatan; 5) kedamaian*.

Pembahasan ruang siber di Indonesia semakin menghangat di
masa Pandemik COVID-19. Peningkatan jumlah pengguna menjadi
pertanda tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap
fasilitas pada ruang siber. Oleh sebab itu, pemerintah pusat telah
membuat 33 kesepakatan pajak ganda dengan negara lain sehingga
di tahap awal kurang lebih terdapat 51 pelaku usaha yag ditunjuk
beberapa diantaranya platform ekonomi digital seperti Tokopedig,
Bukalapak, Mocrosoft, Alibaba, Netflix, Spotify, dan twitter (CIPS
2021). Terhitung waktu dan grafik perkembangannya maka
Indonesia merupakan negara yang baru merasakan efek positif
dalam kegiatan ruang siber. Tata Kelola dan perbaikan terus
dilakukan baik dari sisi regulasi ataupun sumber daya manusia
sehingga tercipta growing environment yang dibutuhkan.
Mengacu pada beberapa praktik dan rumusan yang dilakukan
beberapa negara maka Indonesia tidak boleh berhenti pada
memaksimalkan maanfaat ruang siber tetapi juga mendistribusikan
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kebermanfaatannya sehingga mencapai titik equal diseluruh wilayah
di Indonesia.

Terdapat tiga ideologi dalam ruang siber berdasarkan gagasan
kenegaraan, legalitas dan motif keuntungan diantaranyall4 : 1)
Ideologi, kenegaraan, sebuah negara adalah entitas berdaulat dengan
filosofi pemerintahan. Sebuah negara diharapkan untuk
mempertahankan kontrak sosial dengan warganya yang memberi
mereka stabilitas ekonomi, sosial dan budaya, sistem Kesehatan dan
pendidikan, kesalamatan publik dan keamanan nasional; legalitas,
entitas pada ruang siber dapat beroperasi didalam ataupun luar
hukum. Yurisdiksi hukum adalah gagasan yang rumit di ruang siber.
Masalah dan solusinya akan terus berkembang dengan
berkembangnya jenis kegiatan diruang siber; motif keuntungan,
setiap organisasi berusaha memperoleh keuntungan dan
mempromosikan idiologis mereka sehingga setiap organisasi dapat
memastikan kelangsungan hidupnya; 2) politik, terdiri dari badan
pemerintahan atau administrasi dan anggota individu; 3)
infrastuktur, entitas ruang siber harus memiliki infrastruktur yang
mana dapat beroperasi dan berkembang. Infrastruktur termasuk
komponen didunia maya dan dunia fisik. Idealnya komponen ruang
siber dan fisik saling melengkapi. Sumber daya fisik, seperti
peralatan, bahan bakar dan orang-orang, mempertahankan sumber
daya dan aktivitas ruang siber.

Ketergantungan pada pekembangan teknologi, serta platform
online di masa pandemik COVID-19, menunjukan betapa
membingungkan dan belum terbiasanya hubungan antara
pemerintah dan teknologi digital!!5. Rekomendasi kebijakan
dipenuhi dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang
secara rinci mencakup beberapa hal diantaranyallé; 1) Kketidak
berlangsungan ekonomi muncul sebagai akibat dari konsentrasi
ekonomi yang luar biasa yang dikuasai entitas tertentu. Entitas ini
menampilkan alternatif, tata kelola yang hybrid dengan
menggabungkan elemen pertukaran pasar yang dipandang sebagai
elemen eksternalitas jaringan dalam arsitektur end-to-end internet
sebagai ekosistem digital!!?. Salah satu kebijakan perlindungan data
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yang dimiliki oleh Eropa yang disebut sebagai General Data
Protection Regulation (GDPR) yang memiliki fungsi otoritas publik
sebagai kontrol dalam ruang siber!!8. Implementasi GDPR tidak
memperhatikan kepatuhan sehingga dimasa yang akan datang
diperlukan regulasi yang lebih adaptif dengan bantuan teknologi dan
tata Kelola yang lebih gesit!1°.

Mengacu pada ketercapaian kedaulatan digital maka Uni Eropa
secara bertahap mengubah visinya tentang pasar tunggal digital,
berlaku bagi seluruh aspek didalam ruang siber dengan
perlindungan kebutuhan dan hak -hak dasar sehingga kesempatan
kedaulatan teknologi dan otonomi strategis semakin besar20.

F. Ringkasan

Ketergantungan aktifitas masyarakat pada ruang siber di masa
pandemik COVID-19 merupakan perubahan kondisi sosial yang
sangat menarik dalam kajian keilmuan yang mengungkapkan kode-
kode teori baru dalam ilmu sosial dan klasifikasi praktik yang
mencirikan pergeseran nilai -nilai sosial. Jarak dan Batasan pada
ruang siber merupakan hal yang tidak berarti, hal tersebut
menjadikan ruang siber sebagai wilayah yang memiliki fleksibilitas
dan kebebasan yang tinggi terutama dalam upaya mendapatkan data
dan informasi yang dianggap penting. Aktifitas yang telah dirancang
sedemikian rupa telah terkode dengan baik dan terancang dalam
arsitektur jaringan kerja sehingga memperkecil hambatan dan
mempermudah interaksi dengan tujuan yang diiginkan. Transformasi
pemanfaatan ruang siber di Indonesia mengalami peningkatan hari
demi hari. Jenisnya pun semakin kompleks seiring inovasi para
pembisnis yang melahirkan platform digital berdasarkan analisis
kebutuhan dan penggunaannya sehingga sangat familiar bagi
pengguna. Ruang siber dalam sudut pandang kenegaraan merupakan
hal yang kompleks dan membutuhkan kajian interdisipliner,
dorongan para ahli, kebijakan yang inklusif, dan melibatkan berbagai
pemangku Kkepentingan. Inovasi tersebut tentu memberikan
pengaruh positif pada perekonomian Indonesia khususnya pada
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melihat semangat dan
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capaian positif dari potensi kegiatan digital ekonomi masyarakat
maka pemerintah pusat melalui Kepres No. 3 Tahun 2021 tentang
Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitaliasi Daerah
membentuk satuan tugas yang mendorong dan mengawal praktik
digitalisasi di seluruh daerah di Indonesia diantaranya menerapkan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
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BAB 3
TERITORI

eritori merupakan Batasan wilayah secara geografi, namun

dalam perkembangannya analisis teritori dengan pendekatan

ekonomi spasial38. Pendekatan model yang digunakan salah
satunya adalah teori lokasi, yang berpusat pada analisis dan asumsi
kegiatan ekonomi apa yang berada di sebuah wilayah dan bagaimana
hal tersebut terjadi (Johan Heinrich, 1826) yang banyak dipraktikan
awal abad ke-20. Teori selanjutnya menjelaskan asumsi dasar bahwa
wilayah sebagai isotropik, homogen, permukaan datar tidak terbatas,
memiliki kontribusi pada pembangunan ekonomi dan bukan hanya
batasan wilayah. Hal tersebut diistilahkan sebagai “ekonomi spasial”
(Christaller, 1950). Keterlibatan pendekatan ekonomi dan sosial
dalam memandang teritori sebuah wilayah melepaskan pandangan
tentang etnis atau sejarah sehingga ahli geografi Perancis (George et
al, 1964) menganut pendekatan yang lebih tegas mengenai batas
geografi regional sehingga istilah batas wilayah dapat dilihat dari
kontribusi perkembangan regional tersebut3°.

A. Teritori

Model ekonomi sebagai pendekatan dalam menjelaskan teritori
geografi sebuah wilayah berwujud dalam lembaga yang memiliki
kekuasaan dan terpusat serta fokus pada pembangunan regional.
Konsep yang dimaksud disitiahkan sebagai “kutub pertumbuhan”
yang mana pertumbuhan terpolarisasi dengan teori basis ekonomi
sehingga proyeksi demografis didasari sebagai mesin ekonomi
lokal38. Batas wilayah yang dimaksud setara dengan batas wilayah
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provinsi yang diasumsikan dapat merangsang pertumbuhan regional.
Arsitektur teritori sebelumnya didasarkan pada piagam Athena yang
mengklasifikasikan tatanan spasial bersifat statis yang memiliki
empat fungsi yaitu: hidup, bekerja, sirkulasi, dan rekreasi.
Perkembangan yang sangat besar terjadi pada tahun 1950 sampai
1960-an yang membuat lingkup arsitektur perkotaan menjadi batas
pada teritori*. Oleh sebab itu, pembentukan kota selanjutnya di
dasari pada dinamika pasar, pusat konsumen dan proses urbanisasi.

Perspektif teritori dipandang dalam sudut pandang tren di
Eropa merupakan agenda yang diprioritaskan. Hal tersebut
mempertimbangkan beberapa fungsi diantaranya: 1)
mempromosikan pembangunan teritorial yang polisentris dan
seimbang*; 2) mendorong pembangunan terintegrasi di kota-kota,
daerah pedesaan, dan geografis tertentu; 3) integrasi teritorial di
wilayah fungsional lintas batas dan transnasional; 4) memastikan
daya saing global di kawasan berdasarkan ekonomi lokal yang kuat;
5) meningkatkan konektivitas teritori untuk individu, komunitas, dan
perusahaan; 6) mengelola dan menghubungkan nilai-nilai ekologi,
lanskap dan budaya daerah. Upaya perwujudan teritori pada kondisi
kohesi adalah memperhatikan hal-hal berikut*!: 1) aktor dan
instrumen pada level teritori yang berbeda; 2) kontribusi kebijakan
dan koordinasi teritori; 3) memperdalam dimensi teritori kebijakan
kohesi; 4) pemantauan teritori, analisis dan penilaian dampak; 5)
mengubah pendekatan perencanaan yang akan didukung tata Kelola
teritori; 6) membuat dialog publik tentang urusan teritori; 7)
penciptaaan pengetahuan teritori dan sistematisasi keahlian teritori;
8) Menyusun strategi pengembangan teritori lintas batas dan
transnasional membangun hubungan teritori yang stabil.

konteks “ruang” mengacu pada tempat yang dianggap memiliki
efek dan terdapat pengaturan secara spasial, atau yang mana proses
politik-eonomi sedang berlangsung pada proses tersebut. Spasialitas
mengacu pada bagaimana ruang direpresentasikan sebagai sesuatu
yang memiliki efek42. Ruang secara umum dapat dipahami dalam dua
sudut pandang oleh ilmuan sosial yaitu: 1) ruang merupakan batas
teritori, merupakan serangkaian blok yang didefinisikan dalam
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batas-batas negara. Representasi ruang dominan pada bidang
sosiologi politik, makroekonomi dan hubungan internasional; 2)
ruang merupakan struktural, sudut pandang yang digunakan adalah
entitas geografis dari satu jenis atau lainnya, node, distrik, wilayah.
Memberikan efek spasial yang dihasilkan dari interaksi atau
hubungannya satu sama lain, seperti hubungan struktural
superioritas / subordinasi suatu wilayah yang berkaitan dengan
karakter geografi manusia, sejarah ekonomi, dan teori
ketergantungan dalam sosiologi. Sudut pandang teori internasional
(Cox 1987; Gill 1993) yang secara umum menghindari teritori yang
dipandang sebagai perangkap.

Konsep ruang ekonomi pertama kali diperkenalkan pada 1950
oleh F. Perroux yang menjelaskan bahwa ruang ekonomi nasional
bukanlah wilayah negara, tetapi zona tindakan rencana ekonomi,
negara ,dan individu. Oleh sebab itu, ruang ekonomi bisa lebih luas
dari wilayah negara menurut hukum internasional. Hal tersebut
berkembang dan menimbulkan istilah diantara para ilmuan seperti
ekonomi regional, studi regional, geografi ekonomi, dan perencanaan
strategis teritori*3. Paradigma logis dan metodologis dasar dari
pendekatan spasial dalam pembangunan ekonomi pada Negara
Rusia, ekonomi bukanlah objek tunggal, tetapi organisme spasial
(multiregional) yang berfungsi berdasarkan interaksi ekonomi
vertikal (pusat-wilayah) dan horizontal (antar agama) dan termasuk
dalam sistem hubungan ekonomi dunia*3. Konsep ruang perbatasan
merupakan faktor penting dari pembangunan sosial-ekonomi disuatu
wilayah, kondisi tersebut berfungsi sebagai perantara kerjasama
ekonomi antar wilayah.

Ruang perbatasan dalam konteks globalisasi dan regionalisasi
dalam hubungan internasional dapat menunjukan perkembangan
stabilisasi dalam pasar, rute transportasi, dan infrastruktur logistik,
serta strategi menjaga keamanan suatu wilayah4*. Masalah spasial
yang diistilakan sebagai “deteritorialiasi” disebabkan kontraksi
ruang sementara, hal tersebut dapat ditafsirkan melalui isu-isu yang
berkaitan dengan status suatu wilayah, perluasannya, pemahaman
geografi, menejemen, dan geopolitik dengan mempertimbangkan
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kondisi tren globalisasi. Namun wilayah dan teritorialitas bukanlah
ontologi diskrit, tetapi konstruksi sosial yang berkaitan dengan
kemampuan teknologi, kendaraan transportasi, logistik militer,
Lembaga sosial, kekuatan politik dan jaringan ekonomi, hal tersebut
diproduksi oleh sekelompok masyarakat sosial namun manusia juga
yang dapat mengkaburkan teritori tersebut**. Dengan demikian,
pengaruh internet pada ruang siber memiliki pengaruh baik dikaji
dalam sudut pandang teknologi ataupun ekonomi bagi kehidupan
manusia®s.

Kepentingan negara dan bangsa mempertahankan kekuasaannya
dalah memperjelas teritorial ruang sibernya namun upaya tersebut
bertentangan dengan organsiasi transnasional yang cenderung
mempertahankannya sebagai jaringan diluar ruang dan waktu“e.
Oleh sebab itu, pengkondisian bagi tata kelola yang baik adalah
merumuskan penggabungan antara kebijakan interior, mekanisme
pasar dan menjawab keamanannya*’.

B. Ontologi Teritori Ruang Siber

Terdapat dua landasan dalam memahami sisi ontologis teritori
ruang siber yaitu: 1) luas persebarannya dalam kajian pengambilan
kebijakan baik pada negara, perusahaan dan masyarakat umum; 2)
wilayah ruang siber tidak bertentangan dengan internet®. Teritori
sebagai wilayah merupakan sebuah proses, dibuat dan dibuat lagi,
dibentuk dan membentuk, bersifat aktif dan reaktif93. Disisi lain,
sudut pandang geografi kritis menjelaskan bahwa ruang bukan
merupakan produk konstruksi sosial aktif bahkan setelah adanya
batasan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, ruang memiliki
status ontologis tersendiri yang berkaitan dengan hubungan yang
saling konstitutif dengan tindakan sosioteknik®4. Teritori dalam arti
wilayah adalah ruang yang dapat diklaim dan telah memiliki bentuk
yang dapat didefinisikan namun tetap bisa diperebutkan sehingga
teritori merupakan manifestasi dari hubungan kekuasaan yang tetap
membutuhkan upaya publik disepanjang usianya sebagai upaya
membangun dan pemeliharaan®. Dengan demikian, teritori dapat
didefiniskan sebagai usaha individu atau kelompok untuk
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mempengaruhi dan mengendalikan manusia, fenomena, dan
hubungan dengan melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap
wilayah geografis®.

Teritorialitas memiliki tiga prioritas aspek diantaranya®”: 1)
klasifikasi berdasarkan luas, yaitu membedakan objek sesuai dengan
lokasinya didalam atau diluar ruang yang ditentukan; 2) pengakuan
teritorial harus dikomunikasikan; 3) teritorial merupakan upaya
melakukan kontrol. Terbentuknya wilayah didasari pada lahirnya
kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut yang selanjutnya
mengendalikan wilayah tersebut, pemaknaan kekuasaan yang
dimaksud tidak sama seperti yang kita pahami pada umumnya
melainkan apa yang dapat dimaknai dalam ontologi jaringan®s.
Dengan demikian, Beberapa pendefinisian tersebut menunjukan
bahwa teritori merupakan wilayah yang merupakan persinggungan
antara nilai-nilai konstruk sosial yang berkaitan dengan kebijakan
sebuah negara dan memiliki bentuk serta batasan jika didasari pada
luasan geografis dan bersifat multidimensi pada waktu yang
bersamaan. Multidimensi yang dimaksud diartikan sebagai
fleksibilitas ruang siber pada dimensi ruang dan waktu sehingga
klaim sebuah kelompok tidak akan mengganggu klaim kelompok
lainnya pada wilayah yang sama.

Ontologi teritorial membuka kesempatan bagi diskusi tentang
siapa dan sedang melakukan apa di sebuah ruang; siapa yang
mengatur batas- batas ruang siber; siapa yang memposisikan dirinya
sebagai kelompok kontrol; bagaimana prosedur dan mekanisme
pemberlakukannya; serta bagaimana aktor dan teknologi
berinteraksi¢. Oleh sebab itu, pembahasan ontologi teritorial
memberikan perspektif baru tentang asumsi pada ruang siber. Fokus
kajian yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan perbatasan
yang dilakukan tetapi meruntut tentang bagaimana sebuah wilayah
muncul dan terbentuk. Ruang siber yang dikuasai negara cenderung
lebih mudah dalam pengaturannya®, hal tersebut karena
infrastruktur perangkat keras terletak di ruang fisik%0 sedangkan
ruang sosial-relasional mungkin akan lebih sulit dalam
pengaturannya. Dimensi ruang siber melingkupi ruang sosial (social
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space) dan ruang politik (politics space). Kondisi ruang politik yang
dimaksud diistilahkan kedalam beberapa istilah seperti digambarkan
sebagai persaingan jaringan kusut antar otoritas publik dan
swastal%l; pembatasan jaringan elektronik®; open common%2, ruang
pertempuran virtual!03. Kondisi yang dengan mudah ditemukan pada
ruang siber adalah sangat berperannya manusia sebagai subjek
pengendali.

Karakteristik wilayah pada ruang siber yaitu*¢: 1) delineasi
didalam dan diluar; 2) komunikasi batasan yang diatur; 3) hadirnya
usaha untuk mengendalikan. Sehingga wilayah pada ruang siber
adalah konstruksi yang tidak dapat disimpulkan, tumpang tindih, dan
berpotongan. Oleh sebab itu kompleksitas yang melekat tidak boleh
disimpulkan bahwa ruang siber merupakan ruang tunggal1°4. Diskusi
selanjutnya, meletakan istilah ruang siber sebagai wilayah
keseluruhan namun bukan hamparan datar wilayah elektronik
melainkan wilayah kompleks yang memungkinkan tercampurnya
ruang nyata dan ruang siber. Kondisi ruang nyata yang masuk
kedalam ruang siber melalui smartphone, tampilan optik, perangkat
internet of thinks (10T) dan artefak lainnya; sedangkan ruang siber
yang masuk keruang nyata melalui teknologi geolokasi yang secara
fundamental telah mengubah karakter internet05. Batas -batas
kegiatan online dan offline akan kabur seiring kemajuan teknologi
disebabkan oleh aktivitas online yang meningkat frekuensinya
didalam kehidupan dan keseharian manusial%. Oleh sebab itu,
kegiatan pada ruang siber didominasi oleh aktor sosial dan politik
yang memperlakukan ruang siber bukan hanya sebuah jaringan
melainkan wilayah104,

Pendefinisian ruang siber dengan demikian dapat dipahami
dalam dua pandangan secara garis besar yaitu : 1) ruang siber
sebagai jaringan teritorial merupakan teritorialisasi yang didasarkan
pada sejarah standar perbatasan elektronik; 2) atau ruang siber
sebagai wilayah jaringan yang didasari pada interkoneksi yang
termasuk pada ekosistem jaringan lunak#¢. Membahas praktik dalam
mewujudkan teritori merupakan tindakan yang memiliki makna
sosial yang dilakukan secara simultan dengan pengetahuan guna
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mewujudkan menjadi rill didunia material. Terdapat lima elemen
dalam praktinya antara lain107: 1) praktik bersifat performatif; 2)
praktik mengikuti pola regular tanpa menentukan sikap; 3) praktik
bergantung pada pengetahuan latar belakang yang memberi mereka
tujuan tertentu; 4) praktik bergantung pada pengetahuan latar
belakang yang memberi mereka tujuan tertentu; 5) praktik
menghubungkan wacana dengan dunia material karena wacana
memberi makna pada tindakan tersebut.

Taksonomi ruang siber mencerminkan tiga aspek teritorialitas
yaitu penciptaan ruang, batas ruang, dan kontrol atas ruang pada*t
:1) Reifikasi (proses membuat sesuatu seolah -olah benda) suatu
wilayah: pada peta, masuk dalam kategorisasi statistik/administratif,
dalam seni, dalam bahasa; 2) komunikasi batas wilayah melalui
simbol dan penanda batas; 3) menampilkan kekuasaan melalui pihak
aparatur yang berwenang, perpajakan, pembuatan undang -undang
dan pengawasan. Terdapat empat model tata Kelola teritori internet
diantaranyal®8: 1) model berbasis kedaulatan; 2) hak milik/model
berbasis pasar; 3) model wali amanat publik global.
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LATIHAN SOAL

. Jelaskan asumsi pendefinisian teritori dalam sudut pandang teori
yang menjelaskan asumsi dasar bahwa wilayah sebagai isotropik,
homogen, permukaan datar tidak terbatas, memiliki kontribusi
pada pembangunan ekonomi dan bukan hanya batasan wilayah?

. Model ekonomi sebagai pendekatan dalam menjelaskan teritori
geografi sebuah wilayah berwujud dalam lembaga yang memiliki
kekuasaan dan terpusat serta fokus pada pembangunan regional.
Bagaimana sudut pandang Anda tentang Kketimpangan
perekonomian antar wilayah ?

. Konsep ruang ekonomi pertama kali diperkenalkan pada 1950
oleh F. Perroux yang menjelaskan bahwa ruang ekonomi nasional
bukanlah wilayah negara, tetapi zona tindakan rencana ekonomi,
negara, dan individu. Bagaimana menerapkan konsep tersebut
pada praktik perekonomian di Indonesia ?

. Ontologi teritorial membuka kesempatan bagi diskusi tentang
siapa dan sedang melakukan apa di sebuah ruang; siapa yang
mengatur batas- batas ruang siber; siapa yang memposisikan
dirinya sebagai kelompok control. Jelaskan secara singkat
bagaimana prosedur dan mekanisme pemberlakukannya; serta
bagaimana aktor dan teknologi berinteraksi ?

. Taksonomi ruang siber mencerminkan tiga aspek teritorialitas
yaitu penciptaan ruang, batas ruang, dan kontrol atas ruang pada
Reifikasi (proses membuat sesuatu seolah -olah benda) suatu
wilayah. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan dan apa
dampaknya bagi perekonomian Indonesia?
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C. Teritori Ruang Siber Tingkat Lokal pada Pemerintahan

Daerah

Jaringan kerja pada persebaran informasi tumbuh sangat cepat,
berkembang dan membentuk ruang baru bernama ruang siber.
Ruang siber pada dasarnya menumbuhkan sebuah sistem baru
seperti telecommuting (menyelesaikan pekerjaan jarak jauh); Small
Office Home Office (SOHO), rumah dan kantor dalam satu ruangan;
pabrik virtual; perdagangan elektronik; dan mall virtuall2l.
Kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan yang berada antara ruang
siber dan ruang fisik dapat dinilai dari tujuh sektor diantaranya: 1)
rumah tangga; 2) produksi virtual; 3) produksi fisik; 4)
telekomunikasi; 5) transportasi; 6) real estate; 7) pemilik tanah yang
tidak dihadirkan!2!. Implikasi ruang siber dalam kehidupan ruang
fisik masyarakat merupakan sebuah tantangan politik, ekonomi, dan
budaya di tingkat global, nasional dan lokal. Perkembangannya lebih
lanjut tidak dapat diserahkan kepada kekuatan pasar atau kondisi
global dunia namun membutuhkan dorongan sesuai kebutuhan
masyarakat.

Dorongan pada transformasi digital selanjutnya membantu
terwujudnya komunikasi dan apa yang berakar kuat pada prinsip -
prinsip keadalian, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas bersama
sehingga masyarakat dimungkinkan untuk mencapai konsensus
berkaitan dengan kebutuhan dirinya dalam ekosistem yang baru?22,
Norma utama yang telah dibahas dalam peringatan World Wide Web
tahun 2019 memberikan garis besar diantaranyal?2: 1) pemerintah
perlu menetapkan undang-undang dan peraturan untuk era digital.
Memastikan pasar tetap kompetitif, inovatif dan terbuka serta
bertanggung jawab melindungi untuk melindungi hak dan kebebasan
masyarakat secara online; 2) perusahaan perlu berbuat lebuh banyak
untuk  memastikan bahwa  mengejar keuntungan tidak
mengorbankan hak asasi manusia, demokrasi, fakta ilmiah dan
keselamatan publik serta platform dan produk harus dirancang
dengan pertimbangan privasi, keragaman, dan keamanan; 3)
masyarakat dapat meminta pertanggung jawaban perusahaan dan
pemerintah atas komitmen yang mereka buat dan menghormati web
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sebagai komunitas global.

Perkembangannya  membutuhkan  banyak  penyesuaian
termasuk pada regulasi pemerintah seiring meningkatnya perbaikan
pada kualitas hidup dan munculnya peluang bisnis. Baik pada ruang
siber ataupun proses globalisasi memiliki kesamaan gagasan yaitu
tentang “runtuhnya ruang dan waktu”. Ruang geografis semakin
berkurang dari hambatan bagi aktivitas manusia yang pernah
menjadi periode waktu yang signifikan dan sekarang dapat terjadi
baik secara bersamaan atau jauh lebih cepat dari sebelumnya?23,
Implikasi ruang siber salah satunya dalah tidak relevan lagi
perbatasan dan batas seiring dengan hadirnya kemudahan dalam
komunikasi. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk
mengendalikan atau membatasi akses populasi mereka ke situs
tertentu sehingga pemerintah masih dapat mengatur penggunaan
ruang siber dengan tujuan tertentu!23,

Asas money follows function merupakan prinsip pada
pelaksanaan otonomi daerah. Asas tersebut pada dasarnya
mengungkapkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah agar
rumah tangga pemerintah daerah dapat berjalan dengan kemampuan
self-supporting dalam bidang keuangan. Oleh sebab itu, diterapkan
sebuah kebijakan bagi keuangan daerah yaitu desentralisasi fiskal
yang telah dipraktikan semenjak 1 Januari 2001. Tujuan kebijakan
tersebut adalah memenuhi aspirasi daerah berkaitan dengan
penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong
akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah,
mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya
pelayanan publik minimum disetiap daerah, dan pada akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
umum?24, Dengan demikian, terdapat pelimpahan kewenangan
antara pusat dan daerah pada urusan tertentu yang telah diatur
dalam payung hukum yang berlaku.

Pelimpahan wewenang yang dimaksud melingkupi bidang
terkecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal serta keagamaan. Sedangkan implementasi pada
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bidang yang dimaksud merupakan desentralisasi fiskal dari sisi
belanja (expenditure) bukan dari sisi pendapatan (revenue)'?5. Fiskal
merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya
perjalanan otonomi sebuah daerah. Tantangan selanjutnya adalah
kondisi masing-masing daerah yang tidak sama satu lain misalnya
kondisi stabilitas politik. Sebuah penelitian yang dilakukan pada
tahun 1996 dan 2011 membuktikan bahwa stabilitas politik dan
kinerja ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan mengambil
sampel 100 negara pada penelitiannya. Artinya, indikator
meningkatnya perekonomian sebuah daerah sangat tergantung pada
kondusifitas politik di daerah tersebut. Hal tersebut tidak menutup
kemungkinan pengaruh faktor lainnya seiring dengan perkembangan
fenomena sosial yang ada pada pelaksanaan desentralisasi fiskal
pemerintah daerah dalam kegiatan pembelanjaan, kewenangan
untuk memungut pajak, pembentukan dewan yang dipilih oleh
rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan
dalam bentuk transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat (Bird
dan Vaillancourt,1998).

Dampak social movement dan meningkatnya pemanfaatan
teknologi pada ruang siber melahirkan wajah baru pada kegiatan
ekonomi masyarakat sehingga muncul sebuah istilah baru yaitu
ekonomi digital yang secara nyata dilakukan baik oleh masyarakat di
wilayah pemerintah pusat ataupun daerah. Kondisi tersebut sangat
menarik untuk diamati dan dibahas lebih dalam mengingat
pemerintah pada dasarnya memiliki tiga fungsi kewenangan yakni,
1) fungsi distribusi merupakan peran pemerintah dalam upaya
mengatur distribusi pendapatan sehingga keadilan dapat terjamin; 2)
fungsi stabilisasi mengacu pada tindakan pemerintah dalam
mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan
ekonomi, dan harga; 3) fungsi alokasi merupakan proses budgeting
sebagai kebijakan anggaran. Ketiga fungsi tersebut merupakan
bentuk otorisasi pemerintah terhadap masyarakatnya dalam
kebijakan nasional yang berkaiatan dengan aspek sosial, politik dan
ekonomi yang idealnya dapat menjadi win win solutions bagi setiap
permasalahan yang mungkin saja muncul termasuk memetakan
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teritori atau Batasan dalam ruang siber kegiatan masyarakat.

D. Value of Cyberspace (VoC) pada Produk Domestik Regional

Pendefinisian domestik/regional merupakan provinsi atau
daerah kabupaten/kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung
adalah transaksi yang terjadi diwilayah domestik suatu daerah tanpa
memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat
(residen) dari daerah tersebut atau masayrakat lain (non-residen).
Sedangkan produk domestik merupakan semua barang dan jasa
sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di
wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya
berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut sehingga
termasuk dalam pendapatan domestik. Lalu, produk regional yang
dimaksud merupakan hasil dari faktor produksi yang dimiliki oleh
masyarakat setempat (residen). Golongan masyarakat setempat yang
dimaksud adalah seluruh rumah tangga, perusahaan, Lembaga non
profit yang melalukan kegiatan ekonomi disuatu wilayah dan
memiliki aset dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun)
kecuali wisatawan mancanegara; awak kapal laut dan pesawat udara
luar negeri yang singgah; pengusaha asing dan pengusaha daerah
kurang dari 1 tahun; pekerja musiman; dan anngota korps
diplomatik, konsulat yang mendiami daerah tersebut (Badan Pusat
Statistik, Indonesia).

Sejak dimulainya bidang ilmu pengetahuan regional sekitar
enam puluh dua tahun lalu, terdapat beberapa metodologis yang
berbeda untuk mempelajari suatu wilayah. Beberapa diantaranya
adalah model kombinasi komponen regional dengan konsep
lingkungan dan fokus pada bidang ekologikal126; dan model interaksi
demografis dan pasar tenaga kerjal?’”. Pendekatan selanjutnya
mengasumsikan integrasi spasial diantaranya, model hierarki spasial
yang fokus pada interaksi antara wilayah ditingkat nasional, regional,
dan perkotaan!?8; dan model multispasial yang menekankan pada
interaksi antara wilayah pada zona perkotaan dalam konteks antar
regional yang lebih besar!?9. Terdapat model yang menjelaskan
kombinasi interkasi antar daerah dengan skala yang sama sehingga
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tercipta integrasi yang disebut sebagai konsep interregional (IR10)130
dan multiregional (MRIO)!3! serta model input-output sebagai model
ekonometrik multiregional32. Salah satu rumus menghitung produk
domestik regional dengan menekankan peran agregasi dalam
integrasi dengan melibatkan beberapa variabel sebagai berikut :
Konsumsi pribadi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan
ekspor bersih (NE= Ekspor-Impor). Masing masing komponen
agregat diperoleh sebagai jumlah spesifik industri sehingga
perhitungan total produk regional bruto45:

Y=C+I1+G+NE

Pendekatan yang digunakan adalah pengeluaran atas dasar
harga pasar karena didalamnya telah mencakup pajak tidak langsung
neto. Namun memasuki era digital pada ruang siber penyusunan
PDRB suatu daerah tidak cukup menggambarkan kondisi dan
memberikan informasi terkait pembangunan ekonomi, situasi,
kondisi dan potensi suatu daerah jika nilai dari aktifitas ekonomi
digital diruang siber belum diperhitungkan, sehingga hal tersebut
berdampak kurang baik pada penyusunan dan penentuan kebijakan
pembangunan di daerah. Dengan demikian kegiatan perekonomian
pada ruang siber dapat menjadi variabel dan nilai baru yang dapat
diperhitungkan dalam PDRB sehingga gagasan rumusan baru adalah
sebagai berikut :

Y=C+I1+G+NE+VoC

Value of Cyberspace merupakan nilai kegiatan ekonomi pada
ruang siber meliputi perseorangan, Lembaga/perusahaan swasta dan
pemerintah disuatu daerah atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).
Volume kegiatan transaksi ekonomi digital merupakan rasio
penjualan pada platform online!33. Perhitungan manfaat ekonomi
pada ruang siber merupakan bagian dari analasis pengaruh
globalisasi pasar, politik dan sosial’34 bagi daerah. Memahami proses
globalisasi dalam sudut pandang Global Value Chain (GVC) adalah
menekankan pada tata Kelola rantai nilai dalam pembangunan dan
melakukan perubahan?3s. Terdapat lima aspek nilai dalam tata
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kelolanya yaitu : pasar, desain modular, relasional (sistem
menejemen penyimpanan berbasis data), captive, hierarkil3e.
Mendasar pada perspektif GVC maka hal tersebut mengindikasikan
lahirnya perspektif Global Production Network (GPN) yang ditandai
dengan relokasi produksi menuju negara berkembang untuk
memanfaatkan sumber daya manusia yang murah dan bentuk inovasi
negara majulss,

Jaringan produksi global merupakan platform yang melibatkan
aktor dan potensi ekonomi ditingkat nasional serta regional untuk
bersaing dan bekerja sama dalam mendapatkan manfaat dan nilai
distribusi pada kegiatan ekonomi yang tersebar secara geografis137.
Kondisi tersebut berdampak pada wilayah perkotaan dengan
tercipatnya kota-kota globalisasi dan wilayah metropolitan yang luas
namun terdapat potensi gap di pedesaan yang mengalami banyak
fenomena migrasi dan stagnasi!3s, sehingga melembaganya kegiatan
ekonomi digital diharapkan memberikan kesempatan bagi desa
berpartipasi dalam pembangunan wilayah. Beberapa model yang
dapat menterjemahkan perkembangan transaksi elektronik
komersial dalam dua perspektif pasar diantaranya: 1) Model Beishan,
brand menejemen; 2) Model Qingyanliu, berbasis pasar lokal.
Perspektif produksi diantaranya: 1) Model Xishan, model produksi
berbasis lokakarya keluarga; 2) Model Qiaoyun, Kawasan industri
Marshallian; 3) Model Bainiu, model produksi pertanian3s,

Meningkatnya aktifitas diruang siber salah satunya ditandai
dengan meningkatnya aktifitas di mesin pencarian yang memberikan
pengaruh terhadap 1) perekonomian, rendahnya aktifitas pada
mesin pencarian sebanding dengan rendahnya aktifitas ekonomi di
wilayah tersebut; 2) pengaruh kedekatan geografis, semakin dekat
jarak kota sesungguhnya maka aktivitas pencarian web antar kota
akan semakin besar dan sebaliknya; 3) pengaruh peringkat
administratif, semakin tinggi peringkat administratif suatu kota
maka memiliki lebih banyak peluang untuk aktivitas pencarian
web138, Dengan demikian, volume kegiatan pada ruang siber
berkaitan dengan potensi suatu wilayah yang menunjukan
keunggulan wilayah dibidang ekonomi, letak strategis, dan level
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administratif daerah tersebut. Ruang siber dan globalisasi adalah
unsur intrinsik pada perkembangan perekonomian global. Kegiatan
ruang siber berkontribusi pada aliran modal, mata uang, komoditas,
utang dan investasi derivatif, data dan informasi keuangan,
memperbesar pengaruhnya?’.
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LATIHAN SOAL

. Kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan yang berada antara
ruang siber dan ruang fisik dapat dinilai dari tujuh sector,
sebutkan dan jelaskan !

. Perkembangannya membutuhkan banyak penyesuaian termasuk
pada regulasi pemerintah seiring meningkatnya perbaikan pada
kualitas hidup dan munculnya peluang bisnis. Baik pada ruang
siber ataupun proses globalisasi memiliki kesamaan gagasan yaitu
tentang “runtuhnya ruang dan waktu”. Apa yang dimaksud dengan
gagasan tersebut ?

. Dampak social movement dan meningkatnya pemanfaatan
teknologi pada ruang siber melahirkan wajah baru pada kegiatan
ekonomi masyarakat sehingga muncul sebuah istilah baru yaitu
ekonomi digital. Mengapa aktifitas dalam ekonomi digital
dipandang sangat penting bagi perkembangan perekonomian
Indonesia ?

. Apa yang dimaksud dengan Value of Cyberspace ?

. Sebutkan dan jelaskan aspek yang secara umu dipengaruhi olej
meningkatnya aktifitas diruang siber ?
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E. Ringkasan

onteks “ruang” mengacu pada tempat yang dianggap

memiliki efek dan terdapat pengaturan secara spasial, atau

yang mana proses politik-eonomi sedang berlangsung pada
proses tersebut. Spasialitas mengacu pada bagaimana ruang
direpresentasikan sebagai sesuatu yang memiliki efek. Konsep ruang
ekonomi pertama kali diperkenalkan pada 1950 oleh F. Perroux yang
menjelaskan bahwa ruang ekonomi nasional bukanlah wilayah
negara, tetapi zona tindakan rencana ekonomi, negara ,dan individu.
Oleh sebab itu, ruang ekonomi bisa lebih luas dari wilayah negara
menurut hukum internasional. Ruang perbatasan dalam konteks
globalisasi dan regionalisasi dalam hubungan internasional dapat
menunjukan perkembangan stabilisasi dalam pasar, rute
transportasi, dan infrastruktur logistik, serta strategi menjaga
keamanan suatu wilayah. Karakteristik wilayah pada ruang siber
yaitu: 1) delineasi didalam dan diluar; 2) komunikasi batasan yang
diatur; 3) hadirnya usaha untuk mengendalikan. Sehingga wilayah
pada ruang siber adalah konstruksi yang tidak dapat disimpulkan,
tumpang tindih, dan berpotongan. Oleh sebab itu kompleksitas yang
melekat tidak boleh disimpulkan bahwa ruang siber merupakan
ruang tunggal. Perkembangannya membutuhkan banyak
penyesuaian termasuk pada regulasi pemerintah seiring
meningkatnya perbaikan pada kualitas hidup dan munculnya
peluang bisnis. Baik pada ruang siber ataupun proses globalisasi
memiliki kesamaan gagasan yaitu tentang “runtuhnya ruang dan
waktu”. Jaringan produksi global merupakan platform yang
melibatkan aktor dan potensi ekonomi ditingkat nasional serta
regional untuk bersaing dan bekerja sama dalam mendapatkan
manfaat dan nilai distribusi pada kegiatan ekonomi yang tersebar
secara geografis. Kondisi tersebut berdampak pada wilayah
perkotaan dengan tercipatnya kota-kota globalisasi dan wilayah
metropolitan yang luas namun terdapat potensi gap di pedesaan
yang mengalami banyak fenomena migrasi dan stagnasi!35, sehingga
melembaganya kegiatan ekonomi digital diharapkan memberikan
kesempatan bagi desa berpartipasi dalam pembangunan wilayah.
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